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KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-
Mya sehingga dokumen Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Pelaksanaan Program /
Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025 telah dapat disusun. HKerangka Acuan Kerja perlu disusun untuk
memberi gambaran umum dan penjelasan mengenai Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025

Dokumen Kerangka Acuan Kerja memuat informasi mengenal latar belakang,
dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksanaan kegiatan serta
pembiayaannya sehingga dapat memberkan pedoman pelaksanaan bagl PPTK di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul
dalam melaksanakan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan realisasi
pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan wakiu yang
telah di tentukan.

Kami menyadari dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan sehingga
kritik dan saran yang membangun masih kami harapkan guna perbaikan dalam
panyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja yang akan datang. Demikian
dokumen Kerangka Acuan Kera ini kami susun untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Woanosari, A Januarn 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan




A.

B.

KERANGRA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGEAT DAERAH

LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannva Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan
adanya proses perubahan dan penvempurnaan dalam sistem Percncanaan
dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun
dokumen perencanaan vang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan
Dacrah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah mempunyal
kewajiban menyusun dokumen Hencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD),
dan Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.
Kemudian sebagai penjabaran RPJIMD dalam setiap tahunnya Pemerintah
Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD), demikian jugs
Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Dacrah scbagai penjabaran (Renstra) Perangkal Daerah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewsa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana schagaimana ielah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 6 Tahun 2023 tentang Penclapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomeor 41),;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalan, dan evaluasi Pelaksanaan Hencana
Pembanpgunan Dacrah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah,
Tate Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Hencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanpgunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembanpunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana
Kerja Pemerintab dacrah;,

8, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua stas Peraturan Daerah Nomeor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

9, Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nemor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

10, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Dacrah;



Bupati

Pendapatan dan Belanjs Dacrah  Kabupatlen Gunungkidul

11. Peraturan
Anggaran 2025.
C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan

adalah:
1. Menghimpun usulan Rencana Kerja unit kerja (bidang-bidang] yang ada di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja baik kegiatan yang ada di dalam Tim Kerja Perencanaan maupun
Rencana Stralegis dan Hencana Kerja dinas secara keseluruhan beserta
Rencana Opcrasional Kegiatan (ROPR]
Dokumen  Perencanaan Perangkal

i

. Mengkoordinasikan

Daerah;

Gunungkidul  tentang  Penjabaran  Anggaran

Tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah

D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkal Dacrah dilaksanakan

dalam waktu 1 tahun (Januari 2025 g/d Desember 2025).

E. LOKAS] PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah
di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ponyusunan

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
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G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari  Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Dacrah adalah scbhagai berikut:
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
adalah Tim Kerja Perencanaan Sckretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

I. SUMBER DANA [PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkal Dacrah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 schesar Rpl.875.000,00 yang akan
digunakan untuk:

1. Rapat koordinasi penyusunan Renja Tahun 2026 dan Perubahan Renja

Tahun 2025;
2. Penyusun dokumen Renstra PD Tahun 2025-2026.

J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini scbagal gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkal Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Waonosart, b Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegatan,

.

ARISANDY PURBA, AP, MPA HENI NURHAYATI, 8.50s
NIP. 197602281994121001 NIP, 19770424 1998032003

MENGETAHUI :




KERANGEA ACUAN KERJA
KOORDINAST DAN PENYLISUNAN DOKUMEN REKA- SKPD

A. LATAR BELAKANG

A,

Dengan  diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan
adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Percneanaan
dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspck mckanisme maupun
dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan
Daerah. Dokumen dimaksud melipud dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah memplinyai
kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD],
dan pada setiap Peranghkat Daecrah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis
(Renstra) PD. Kemudian scbagai penjabaran RPJMD dalam sctiap tahunnya
Pemerintah Dacrah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (REKPD),
demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daecrah sebagan peryabaran (Rensira) Perangkal
Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengoperasionalkan program
dan kegiatan PD vang telah disusun dalam Renja PD dijabarkan dalam
Rencana Kepiatan dan Anggaran (RKA PD) sesual kebutuhan karena dalam
Renja PD masih bersifat makro untuk itu diperlukan anggaran untuk rapat-
rapat koordinasi dan penggandaan dokumen yang akan dikirim ke BKAD
scbegal bahan pembahasan RKA oleh TAPD.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 teniang Pembentukan Dacrah
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Istimewa Yogyskaria jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peréncanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
scbagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 leniang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi  Pelaksanaan  Roncana
Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembanpgunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerinlah daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Peranpgkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;



9. Peraturan Dacrah Kabpaten Gnngkidl Nomor 13 Tahun 2024 tenlang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Crunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan  Bupati  Cunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Dacrah;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

B. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen REA Peranghkat

Dacrah adalah:

1. Menghimpun dan menghkoordinasikan dalam penyusunan Fencana Kerja
dan Anggaran baik kegiatan internal Tim Kerja Perencanasn maupun
Rencana Kerja Anggaran dinas;

2. Melaksanakan entri data RKA Tim Kerja Perencanaan dalam aplikasi yang
telah ditentukan;

3. Melakukan penggandaan hasil ccetakan RKA untuk didistribusikan ke
semua PPTK dan pejabat eselon di atasnya scbagai bahan pembahasan
aleh TAPD.

C. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah untuk
entri data RKA skan dilaksanakan pada bulan April 2025 dan penggandaan
RKA untuk dibahas TAPD pada bulan Agustus 20025,

D. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah adalah
di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
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F. KELUARAN [(OUTPUT)
Keluaran kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Perangkat
Dacrah adalah :
1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan
dokumen RKA-SKPD.



. PELAKBANA
Pelaksana kegiatan HKoordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Perangkat
Dacrah  Daerah adalah Tim Kerja Percncanaan  Sckretariat  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungladul.

. SUMBER DANA [PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA Perangkat

Dacrah bersumber dari Anggaran Pendapalan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 scbesar Rpl00.000,00 yang akan
digunakan untuk:

1. Belanja Rapat koordinasi.

PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini scbagai gambaran umum dan penjelasan mengenal
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Dacrah yang akan
dilaksanakan pada tahun 20253, dan memuat informasi mengenal latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya,

Wonosari, 5 Januari 2025
15 Dipnas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

-

ARISANDY PURBA, AP, MPA HENI NURHAYATI, 3.80s
NIP, 197602281994121001 NIP, 19770424 1998032003
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MENGETAHUI :
gndudukan dan Pencatatan Sipil,

Ll
it =

;'.ﬁ! FER| MUNARJIA, SIP, M.Si.




KERANGEA ACUAN KERJA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA- SKPD

A. LATAR BELAKANG

Dengan  diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan
atanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mckanisme maupun
dolkumen perencanaan vang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan
Dacrah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Dacrah mempurtyai
kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
acrah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMD),
dan pada setiap Perangkal Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Stralegis
(Renstra) PD. Kemudian schagai penjabaran RPJIMD dalam setiap tahunnya
Pemerintah Daerah menvusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Dacrah scbagai penjabaran (Renstra] Perangkat
Daerah.

Berkaitan dengan hal terschut untuk mengoperasionalkan program
dan kegiatan PD vang telah disusun dalam Renja PD dijabarkan dalam
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA PD) sesuail kebutuhan karena dalam
Renja PD masih bersifat makro untuk itn diperlukan anggaran untuk rapat-
rapal koordinasi dan penggandaan dokumen yang akan dikirim ke BEKAD
schagai bahan pembahasan RKA oleh TAPD, namun dalam pelaksanaan ada
perubahan  kondisi ckonomi daerah dan  kebutuhan  organisasi yang
mengharuskan adanya perubahan RKA PD.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa Yogyakaria jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
scbagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Peneiapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Keria menjadi Undang-Undang (Lembaran  Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tabapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan  cvaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah;

5, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Percncanaan, Pengendalian dan Evaluass: Pembangunan Dacrah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tenlang Rencana
Pembanpunan Panjang Daerah dan Rencana Jangks Menengah Dacrah,
Scrita Tata Cara Perubahan Rencana Pembanpunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Hencana
Kerja Pemerintah daerah;



&
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11.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Momeor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gununghkidul;
Peraturan Daerah Kabpaten Gongkidl Nomor 13 Tahun 2024 tenlang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025,
. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Dacrah;
Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

B. TLLIUAN

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan REA
Perangkat Dacrah adalah:

429

2.

3.

Menghimpun dan mengkoordinasikan dalam penyusunan Rencana kerja
dan Anggaran baik kegiatan internal Tim Kerja Perencanaan maupun
Rencana Kerja Anggaran dinas;

Melaksanakan entri data RKA Tim Kerja Perencanaan dalam aplikasi yang
telah ditentukan;

Melakukan penggandaan hasil cetakan RKA untuk didistribusikan ke
semua PPTK dan pejabat esclon di atasnya scbagai bahan pembahasan
oleh TAPD.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA Perangkat
Dacrah dimulai dengan pengumpulan data pendukung bulan Juli 2025 dan
rapat koordinasi, entri data serta penggandaan REA untuk dibahas TAPD pada

bulan Agustus 2025.

D. LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA Perangkat

Daerah adalah di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Walktu % . Hiimiat
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Pelaksanaan Teribal
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dalam aplikasi Perencanaan
yang telah
ditentukan
= Penggandaan
RERA porubahan
untuk dikirim ke
BEAD
» Pembeehasan o Semuoa PPTE dan | = 6 orang
REA olch TAPD pojabat i
alasnya
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KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan EEA

Perangkat Daerah adalah :
1. Dokumen Dokumen Perubahan REKA-SKPD dan Laporan Koordinasi

Penyusunan Dokumen Perubahan REA-SKPD.

G. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dekumen Perubahan KEA
Perangkat Daerah adalah Tim Kerja Perencanaan Sekretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

H. SUMBER DANA [PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan REA
Perangkat Dacrah bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 scbesar Rpl00.000,00 yang
akan digunakan untuk:
1. Belanja Rapat koordinasi;

[. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ind sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegistan Penyusunan Percncanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025, dan memual informasi mengenar |atar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, 6 Januari 2025
,ﬂSckrﬂa s Dhnas, Pejabatl Pelaksana Teknis Kegiatan,

/

ARISANDY PURBA, AP, MPA HENI NURHAYATI, 5.80s
NIP. 197602281994121001 NIP. 19770424 1998032003
MENGETAHUL :
fl(cpal angs Ke sndudukan dan Pencatatan Sipal,

ISA'RI MUNARJA, SIP, M_Si,
b 7012061996031003




KERANGEKA ACUAN KERJA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA- SKPD

A. LATAR BELAKANG

Berjalanannya suatu organisasi mestt membutuhkan anggaran guna
menjalankan organisasinya, demikian pula Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sangat membutuhkan anggaran, baik untuk membiayai
pengeluaran  rutin _ scperti  pembayaran  tagihan listrik, tagihan air,
pembayaran  gaji ASN  maupun untuk membiayai kcbutuhan untuk
menunjang kebutuhan belanja  pelayanan  kepada masyarakat  seperti
kebutuhan blangke cetak formulir dan kebutuhan ATK lainnya, schingga
dibutuhkan anggaran dinas. Proses penganggaran yang diawali  dari
penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran PD yang pada
akhirmya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD untulk
dilaksanakan di masing-masing unit kerja yang ada pada Dinas
Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil, schingga perlu  difasilitasi
penyusunannya dalam bentuk penggandaan dokumen DPA  yang akan
didistribusikan kepada masing-masing PPTK scbagai acuan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimews Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan Dacrah
sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Uncdang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5 Peratran Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;

6. Peraturan Pemcerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Percncanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pombangunan Dacrah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daecrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah daerah;

8. Peraturan Dacrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Gunungkidul;

9. Peraturan Dacrah Kabpaten Gnnglodl Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

10, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Rerja Dinas
Dacrah;



11. Peraturan

Bupat

Anggaran 2025,

C. TUJUAN

Gunungkidul
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gununghkidul

Lentang

Penjabaran

Anguaran
Tahun

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA  Perangkat Daerah

adalah:Memberikkan  [asilitasi

dalam penyusunan Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran kepada pcjabat pelaksana teknis kegiatan sehingga program dan
kegiatan siap dioperasionalkan,

D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah dilaksanakan
dalam waktu 1 bulan [Januari 2025).

E. LOKAS]I PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah adalah di
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

= Menggandakan DPA
vang sudah jadi

s Membapikan kepada
semua PPTK dan
pojabat di atasnya

s Mendokumoentasikan
schagian DEA

G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah
adalah DPA Perangkat Daerah

H. PELAKSANA

b g Sub-Aktivitas Piliak Terkait  Orang Ket
3 Térlibat
1. Januarl 2025 |« Pepyusunan alokasi = PPTK danTim ® T arang
anggaran kns Kerja
« Entri anggaran kas Perencanaan
pada aplkasi
s Cetak DPA dad o Tim Kerja # 2 pTENE
aplikagi Percncanaan
¢ Korekst dan paral « Tim Kerja * 1 oTang
masing-masing Perenicananm
Kegiatan
» Mengajukan paraf ke « Tim Kerja v | prang
Sckretaris Perencanaan
s Pepgajuan tAnda
fangan kepala dinas,
pemberian stempel
= Pengiriman DPA ke » Tim Kerja * 2 orang
BEAD Percncanamn

Pelaksana Kepiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daersh
adalah Tim Kerja Perencanaan Sckretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.



I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Dacrah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp335.000,00 vang akan
digunakan untuk mencukupi kebutuhan penggandaan dalam penyusunan
DPA PD.

J. PENUTUP
Kersngla Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, petaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, ‘E: Januari 2025

Sckrectaris Dinas Pejabatl Pelaksana Teknis Kegatan,
ARISENDY PURBA, AP, MPA HENI NURHAYATI, 5.50s
NIP. 197602281994121001 NIP. 19770424 1998032003

MENGETAHUI ;




KERANGEA ACUAN KER.JA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD

A. LATAR BELAKANG

Berjalanannya suatu erganisasi mest membutuhkan anggaran guna
menjalankan  organisasinya, demikian pula Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sangat membutuhkan anggaran, baik untuk membiayai
pengeluaran  rutin | seperti pembayaran tagihan listnk, tagithan air,
pembavaran gaji ASN maupun uniuk membiayai kebutuhan  untuk
menunjang operasional kecbutuhan belanja pelayanan kepada masyarakat
seperti kebutuhan blangko, cetak formulir dan kebutuhan ATK lainnya,
sehingga dibutuhkan angparan dinas. Proses penganggaran vang diawali dari
penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran PD yang pads
akhirnva menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD, namun dalam
pelaksanaannya ada perubahan kondisi ckonomi dacrah, dan kebuluhan
organisasi perlu  disecsuaikan kegiatan dan anggarannya schingga perlu
difasilitasi penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan AnggaraniDPPA)
dalam bentuk penggandaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
(DPPA) yvang akan didistribusikan kepada masing-masing PPTK, sebaga acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan yvang telah disusun.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Neomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyvakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
schagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 teniang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi  Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara FEwvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah,
Sertm Tata Cara Perubahan Hencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomer 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul;

9, Peraturan Dacrah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025,

10. Peraturan  Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;



11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daecrah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2035,

C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkal
Dacrah adalah Memberikan [asilitasi dalam penyusunan Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran kepada pejabat pelaksana teknis kegialan schingga
kegiatan siap dioperasionalkan.

D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkat Dacrah
dilaksanakan dalam 1 bulan [ bulan Nopember 2025).

E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Perangkal
Dacrah adalah di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

o | e L At Pihale Terkait | JOTIAR OTANE | oy
4 MNopocmber |'» Entr RKA dalam e PIPTK dan Tim | = B orang
2025 aplikasi Kerji |
Perencanaan |
» Cotak DPPA, v Tim Kerja | » 2 orang
miengorcksi memparap, Porencanaarn

mengajukan tamnda
tangan kepada
pimpinan dan
menginm ke BEAD

o Mengeandakan [DPPA
™3

» Mendistribusikan
IPPA ke PPTE dan

| IPefabail atrukiural

—h—— | .

G. KELUARAN [OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA
Perangkat Dacrah adalah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2025,

H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah
adalah Tim Kerja Perencanaan Sckretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

1. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penvusunan Perubahan DPA Perangkal
Dacrah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupalen
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rpd35.000,00 yang akan
digunakan untuk biaya penggandaan Perubahan DPA-PD.



J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Percncanaan Perangkal Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenal latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
keplatan scrta pembiayvaannya.

Wonosari, ; Januan 2025

Sckretans Dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ARI DY PURBA AP, MPA HENI NURHAYATI, 5.50s
NIP. 197602281994 121001 NP, 19770424 1998032003
MENGETAHUIL :
,ﬂ(cpa]a ings Kepepdudukan dan Pencatatan Sipil,

R1 MUNARJA, SIP, M.Si.
701206199603 1003




KERANGEA ACUAN KERJA

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas pokck dan fungsi darn pada Tim Kerja Perenecanaan
Sckretariat Dinas HKependudulkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul adalah melakukan kepiatan penyusunan laporan capaan
dan realisasi kinerja SKPD Hal ini sesuai dengan sistem managemen suatu
instansi/organisasi yaitu Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan dan
Kontroling sccara scimbang. Ketugasan terscbut harus dilakukan secara
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan akuntahilitas kepada
publik sekalipus sebagai upaya peningkatan kinerja Dinas dalam
melaksanakan kegiatan/program pembangunan di bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di masa yang akan datang.

Oleh karena itu kegiatan penyusunan laoran capaian dan realisasi
kinerja merupakan kegilatan yang sangat penting scbagai mata rantai dan
pada managamen suatu instansi/organisasi untuk melithat /menilai sampai
di mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun  dan
dilaksanakan, adanyva kcberhasilan yang telah dicapai perlu dipertahankan
dan ditingkatkan, maupun kekurangan/kelemahan vang muncul untuk
dapat dicari solusi penyelesalannya.

B. DASAR HUKUM

e

& o

A

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1930 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyvakarla jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1930;

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanasan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
schagaimana scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan  evaluasi  Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanpgunan Dacrah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembanpgunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, dan REencana
Kerja Pemerintah dacrah;

Peraturan Daecrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan BSusunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul,

Peraturan Dacrah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;



C.

10. Peraturan Bupat Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

11, Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025,

TUJUAN

Tujuan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capeian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah:

Menghimpun dan mengkoordinasikan dalam penyusunan laporan dokumen :
- LKjIP;

- Laporan bulanan monevdal;

- Laporan RKPD;

- Laporan scrapan pronangkis.

D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan dalam wakiu 1 tahun (Januari 2025 s/d
Desember 2025).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
[khtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah di lingkup Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
F. TAHAPP;H ]’E.LA]'LSMMW KEGIATAN DAN PIHAK TERKMT
Ha. Filaksagigas Eﬂhﬂkth&ha Pihak Terkait ’f“&-uh: et
L Januari - - erdmuu: dan . Eﬁmua pmabﬂt = 17 orang
Maret 2025 pengumpulan dats strukiural dan
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Lkjlr
s poordinas Moneveal
dlan Penyusunan
laporan moneyvdal
bulanan dan
penyusunan laporan
BERPD trwulan IV
jahun s=helumnya
dan laporan
pronangkis
Z April —-Jum = Koardinasi Monevdnal | « Semua pejabat |« 17 orang
2025 dan Penyusunan struktural dan
laporan monewdal tim kerja
bulanan dan
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Bulanan dan
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e = —_——

No, | o Waktu Sub-Aktis Jumlah Orang | o
Ne | potaksansan Sub-Aktivitas Fihak Terlit : Ket

4, Dkiober - » Koordinasi Monevdal | » Semua pojabat |« 17 orang
Desembser dan Penyusunan strukiural dan
2025 laporan monevdal tim kerja

bulanan dan
penyusunan aporan
REPD triwutan 111
dati laporan
pronangkis scrta
laparan akhir tahun |

G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari  Keglatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah sebagai berlkut:
1. Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Tkhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Tim Kerja Perencanaan
Sekretariat  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupalen
Gunungkidul.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Peolaksanaan Kepiatan Koordinasi dan Penvusunan Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belania Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp275.000,00 yang akan digunakan untuk:
1. Penvusun penggandaan laporan;

J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Dacrah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, QJ Januar 2025
Dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

s S Pune

ARISANDY PURBA, AP, MPA HENI NURHAYATI, 5.50s8
NIP. 197602281994121001 NIP, 197704241998032003

Sekrotar

MENGETAHUI :
ﬁi{c g Tms Keprndudukan dan Pencatatan Sipil,




KERANGKA ACUAN KERJA
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari pada Tim Kerja Perencanaan
Sckretariat  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan  3ipill  Kabupaten
Gunungkidu! adalah melakukan kegiatan penyusunan laporan monitoring
dan cvaluasi kinerja PD, Hal ini sesuai dengan sistem managemen suatu
instansi/organisasi yaitu Percncanaan, Organisasi, Pelaksanaan dan
Kontroling secara seimbang. Ketugasan tersebut harus dilakukan secara
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kepada publik
sckaligus schagai upays peningkatan kinerja Dinas dalam melaksanakan
kegiatan/program pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di masa yang akan datang.

Oleh karena itu kegistan penyusunan laporan evaluasi kinerja
merupakan kegiatan yang sangal penting scbagai mata rantai dari pada
managamen suatu instansi/organisasi untuk melihat/menilai sampai di
mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan,
adanva keberhasilan wang telah dicapai perlu dipertahankan dan
ditingkatkan, maupun kckurangan/kelemahan yang muncul untuk dapat
dicari solusi penyelesalannya.

B. DASAR HUKUM

o e

_"]

1

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
sebagaimana schbaggimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggant Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomaor 41},

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan cvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata
Cara Ewaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Hencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pocrubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Nomor ¥ Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul;
Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Angpgaran 2025;

0. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerjz Dinas
Daecrah;



11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Evaluasi Kinerja PD adalah:
Menghimpun dan mengkoordinasikan dalam penyusunan laporan dokumen :
- SOP;
- SKM;
- BP;
- SPIP/RTP,

D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan K Evaluasi Kinerja PD dilaksanakan dalam waktu 1 tahun [Januan
2025 s/d Descmber 2025).

E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Evaluasi Kinerja PD adalah di lingkup Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

8o, | oo 'i'wﬂ'iii% 1 Sub-Akuvitas Pihak Terkait “[“fﬂ"hm “‘3'1;“5 Kt
1. Januari - » Koardinasai dan » Semua pejabat | = 20 orang
Descmber pengumplilan data atrukiural dan
| 2025 pendukung tim kerja, staf

penyusunan laporan
¢ Rapat koordinast

penyusunan laporan
» PFenggandaan laporan

G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dan Kegiatan Evaluasi Kinerja PD adalah sebagai berikut:
1. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD.

H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Evaluasi Kinerja PD adalah Tim Kerja Perencanaan dan
Kasubag Umum dan Kepegawaian Seckretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

1. SUMBER DANA [PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kincria SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 scbesar
Rpd.000.000,00 yang akan digunakan untuk:
1. Belanja makanan dan minman rapat koordinasi;
2. Penyusun penggandaan laporan.



J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini schagail gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Penvusunan Perencanaan Perangkat Dacrah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, wakiu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana

kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, b Januari 2025
Sekretags Di Pejabat Pelaksana Tekms Kegiatan,

-~ P

ARISANDY PURBA, AP, MPA HENI NURHAYATI, S.508
NIP, 197602281994121001 NIP. 197704241998032003

MENGETAHLUI :
hc]:nma Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,




KERANGEA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Pemberian gaji dan  lunjangan  kepada Aparatur Sipil Negara/ASN

merupakan hak wvang harus dibenikan kepada Aparatur Sipil Negara/ASN
karena telah menjalankan tugas dan [ungsinva dengan baik scsuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu unsur
perangkat dacrah vang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hal tersebut
sebagai wujud pertanggung jawaban keuangan.

B. DASAR HUKUM

1.

3.

o

10.

1],

Undang-Undang Nomor |5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
schagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraluran
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan ERencana
Pembangunan Dacrah,

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;
Peraturan Pomerintab Momor 12 Tahun 2019 lentang Penpclolaan
Keuangan Dacrah;

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 Llentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daecrah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraluran Daerah  lenlang  Rencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah,
Serta Tata Cara Perubshan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah dacrah;

Peraturan Daecrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Poraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul,
Peraturan Dacrah Kabpalen Gununglkadul Nomeor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Gunungkidul Noemor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Angparan Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kobupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.



0.

.

o

- TUJUAN

a. Terpenuhinya hak Aparatur Sipil Negara/ASN wvang telah menjalankan
tugas dan lunpsinya scsuail peraturan perundangan yang berlaku,

. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan adminisirasi kcuangan perangkal dacrah sub
kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan asn meliputi:
a. Penvediman gaji dan tumangan ASN

WARKTU PELAKSANAAN

Kegiatan adminisirasi kecuangan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan
gajl dan tunjangan ASN dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dan
Bulan Januari 2025 sampal dengan Descmber 2025.

LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi keuangan perangkat dacrah sub kegiatan penyediaan
gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Walkin Rincian Aktivitas _ Jumlah
Moy, L T Pihek; Terkait Orang
. L ul : et Tﬁﬁtﬂt :
. Januar 2025 i, Menyviaphkan bahan
dan dokumen
s, Mengusulkan
T AT
2. | Januari 2025 i, M'enwvodiean  gap  dan | PPTKE 2 orang
spmpal Desember i tunjangan MAaN | bendahara
2025 h, Melakukan pengeluaran
e v ran Urusan gaji
[ & laporan perianggung
imwilbsany SR

KELUARAN [QUTPUT)

Keluaran dari kegiatan adminisirasi kewangan perangkat dacrah sub kegiatan
penyediaan gaji dan tunjangan ASN yaitu :

a. Jumlah grang yang mencrima gaji dan tunjangan ASN

PELAKSANA

Pelaksana Kegatan administrasi keuanpgan perangkal dacrah sub kegiatan
penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah Ka Sub Bag Keuangan Sckretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN]

Pelaksanaan kegiatan  administrasi  kcuangan  perangkal dacrah sub
penyediaan gaji dan tunjangan ASN bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp3.602,138.296,90.



K. PENUTUP
Demikian Keranghka Acuan Kerja inl scbagal gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosanr, 'F.:J Januari 2025

Sekretaria Dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
ARISAND ¥ PURBA, AP. MDA THERESIA WIDIASTUTI, 5.508
NIP. 197602281994 121001 NIP. 197507061995032002
Mengetahui
‘gﬁcpala udukan dan Pencatatan Siml

en Gunungkidul,

| MUNARJA,SIP,M.Si
1206199603 1003




KERANGEA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRAS] KEUANGAN PERANGEAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

A, LATAR BELAKANG

Scbagaimana discbutkan dalam Pasal 2 {dua) Peraturan Pemerintah Nomeor
8 tahun 2006 tentang Pelaporan Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
bahwa dalam rangka pertangungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setap
Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan BSipil Kabupaten
Gunungkidul merupakan salah satu entitas pelaporan yvang wajib menyusun
dan menyajikan Laporan Kcuangan, Laporan keuangan tersebut terdiri dari ;
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan., Selanjuinya
disgjikan dengan berdasarkan Peraturan Pemcerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Podoman Poenpgelolaan Keuangan Dacrah schagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Laporan Realisas: Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja,
dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Neraca
menvajikan aset, utang, dan ckuitas dana yang diperbandingkan dengan
periode sebelumnya. Laporan Operasional menyajikan jumlah pendapatan dan
Jjumlah beban pada tahun anggaran bersangkutan. Sedangkan Laporan
Perubahan Ekuitas menyajikan Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit LO, Dampak
kumulatil perubahan wvang mendasar seperti utang belanja, penvisihan
piutang, nilai persediaan, akumulas: penyusutan, dil.

Guna menghindari kesalahan pemahaman dalam membaca laporan
keuangan dan untuk memperjclas muatan vang ada dalam laporan keuangan,
perlu dibuat catatan atas laporan keuangan vang berist informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan, cdan
merupakan bagian yang tdak terpisahkan dari laporan keuangan vyang
menyajikan informasi tenlang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam
rangka pengungkapan yang memadail.

B. DASBAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcorencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sehagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penpgeanti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta HKemga menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41},

4.  Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tala Cara
Penvusunan, Pengendalian, dan  cvaluasi  Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Peranghkat Dacrah;

6. Peraturan Pomenntah Nomor 12 Tahun 2019 lentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6& Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah,



. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata Cara Ewaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Rencana
I—‘emb&ngunan Pamjang Daerah dan Rencana Janghka Mencngah Dacrah,
Scrta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemenniah dacrah;

8. Peraturan Dacrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
lentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah Habupaten
Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapaltan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupali Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025.

TUJUAN

a. Menyampaikan informasi vang transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi
para pengguna dalam menilal  akuntabilitas  pengelolaan keuangan
pemerintah dacrah, berupa posisi keuangan dan scluruh transaksi vang
dilakukan selama satu periode pelaporan;

b. Tersusunnya laporan keuangan seccara tepat wakiu dan aluntabel.

. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Fuang Lingkup Kegiatan administrasi keuangan peranghkat daerah sub
kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
meliputi:

a. Belanja penggandaan dan penjilidan dokumen.

» WAKTU PELAKSANAAN

Keglatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi
dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan dalam
jangka waktu satu bulan vaitu Januar 2025

LOKASI PELAKSANAAN

Hegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan koordinasi
dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 3KPD dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

No. Walktu Rincian Aktivitas Pibiak Terkait
1. Januari 2025 a. Menyiapkan bahan dan dokumen | PPTK, tim kera
b Penyusiunan Laporan Keuangai pUrCnCAnaaD,
akhar tahun bendahara
. Mengusallkan sanpgaran poenpeluaran,
i, Mrmpomkan laporan akhir tahun ponata keuanpgan,
ke FRALY dan Inspektorat Daeeah dan pelaksana
lminmya




H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dan Kegiatan admimisiras: keuangan perangkat dacrah sub kegiatan
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yaitu !
a. Jumlah laporan keuangan akhir tabhun SKPD dan laporan hasil koordinasi
laporan keuanpan akhir tahun SKPD

I. PELAKSANA
Pelaksana Keglatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinas) dan penvusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah Ka
Sub Bag Kouangan Sckrotanal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul

J. BUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan penyvusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD bersumber
dari Angegaran Pendapatan dan Belanjp Daerah Kabupaten Gunungkidul
sehesar Rp744.000,00,

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja im secbagal gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memual informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiavaannya.

Wonosari, & Januari 2025
Sekrejaris Dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

2 -

ARISANDY PURBA, AP. MPA THERESIA WIDIASTUTI, 5.50s

NIP. 197602281994121001 NIP. 1975070619953032002

Mengetahui
?‘E{Lpala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 MUNARJA,SIP,M. Si



KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN /SEMESTERAN SKIPD
TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Scbagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor
& tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
bahwa dalam rangka periangungjawaban pelaksanaan APBN/APBRD, setap
Entitas Pelaporan wajib monyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten
Gunungkidul merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun
dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari :
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangen. Penyvusunan
Laporan Keuangan Dinas koependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul disesuaikan dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 13 tahun 2017 itentang Perubahan APBD Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2017. Sclanjutnyva disajikan dengan berdasarkan Peraturan
Pemerintabh Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akunlansi Pemerintahan
dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011,

Laporan Realisas: Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja,
dan pembiayaan vang diperbandingkan dengan anggarannya.  Neraca
menyajikan aset, utang, dan ckuitas dana yang diperbandingkan dengan
periode scbelumnya. Laporan Operasional menyajikan jumlah pendapatan dan
jumlah beban pada tahun anggaran bersangkutan. Scdangkan Laporan
Perubahan Ekuitas menvajikan Ekuitas Awal, Surplus/ Delsit LO, Dampak
kumulatif perubahan vang mendasar seperti utang belanja, penvisihan
piutang, nilai persediaan, skumulasi penyusutan, dll.

Guna menghindari kesalahan pemahaman dalam membaca laporan
keuangan dan untuk memperjelas muatan yang ada dalam laporan keuangan,
perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk
memudahkan pengguna dalam  memahami Laporan Keuangan, dan
merupakan bagian yang lidak terpisahkan darn laporan keuangan vang
menyajikan informast teniang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam
rangka pengungkapan yvang mcemadai.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Porcncanaan
Pembangunan Nasional,

3, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dacrah
sehagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor @ Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggant Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 411

4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan  evaluasi  Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Dacrah;
o, Peraturan Pemeriniah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;



6. Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

T Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Ponpendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah,
Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Rencana
Pembangunan Panjung Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubshan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana
Kerja Pemerintah dacrah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

Q. Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 {entang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

10,  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisas:, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Dacral:
11. Peraturan Bupaii (Ounungkidul tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Helanga Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025,

C. TUJUAN
a. Menyvampaikan informasi vang transparan, akuntabel dan bermanfaal bagi
para pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan
pemenntah dacrah, berupa posisi keuangan dan scluruh transaksi yvang
dilakukan selama satu perode pelaporan;
b. Tersusunnya laporan keuangan sccara tepal waktu dan akuntabel.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub
kegiatan koordinas: dan penyusunan laporan keuangan
bulanan /triwulanan / semoesieran 3KPD meliputi:
a., Penyediaan dolkumen kcouangan bulanan /SPJ
b. Penyvediaan dokumon keuvangan semosteran.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan admimistrasi kcuangan perangkal dacrah sub kepiatan koordinasa
dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD
dilaksanakan dalam jangka waktu satu lahun dari Bulan Januar 2025
sampai dengan Desember 2025,

F. LOKAS] PELAKSANAAN
Kegpiatan administrasi keuanpan perangkatl dacrah sub kematan koordinasi
dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tnwulanan/scmesteran SKPD
dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Cunungkidul.



G. TAHAPAN PELARSANAAN KEGIATAN

_ el T 3 3 Yozl
i Pelaksanaan Termﬂlt
L Januar 2025 ‘o Menviapkan bahan dan
dekumen
[T Medpusulkan anggaran
2. | Maret 2025 i Merveeliaan makan minum it | PPTK I m_'an,g
b Melikikan pembayvaran bendahara
e Laporan perlangging pengeluaran
Jawaban /SR
& Juni 2025 i. Penyediaan makan minum rapat | PPTR 2 oTang
b 'enyedisan bahan eetak hendahara
. Molikukan pembayaran pengeluaran
. |JIF.|I1-FIIF! FI-I!I"I.I!I.F]EEIJ 0y
Jawaban /SR
I
4. Scptembeor 2025  [n. Peoyvedhiasn maken minum rapat | PPTK | 2 orang
b, Melnkukan pembayaran bendahara
i Lapstiran periangiung pengeluaran
frwarkiam S50
S. Descmber 2025 Menyedinsn makan minum mpét | PPTK I arang
b, Penvediman bahan colak bendahara
. Melakukan pembayvaran pengeluaran
. Lapuran pertangEung
;|:1'-'.'5|.'|11|.".";'|||‘.f

H. KELUARAN (OUTPUT)

I.

Keluaran dari adminisirasl kcuangan perangkat dacrah
koordinasi dan PUTIVUISLITIAT laporan
bulanan /triwulanan/scmesicran SKPD vaitu ;

a. Jumlah laporan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD

sub  kegiatan
kcuangan

dan laporan kourdinas: penyusiunan laporan keuangan
bulanan /triwulanan /scmesteran SKPD
PELAKSANA
Pelaksana Kegialan adomonisiras) keoangan perangkal dacrah sub kegiatan
koordinasi dan pCryusunan laporan keuangan

bulanan/triwulanan/scmesteran BKPD adalah Ka Sub Bag Keuangan
Sckrotariat  Dinas  Kependudukan dan Pencaiatan  Sipill  Kabupaten
Cununghadul.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegialan adminisiras) kevangan perangkat daerah sub kegiatan
koordinasi dan prnyusunan laporan keuangan
bulanan /triwulanan /scmesicran SKP bersumber dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rpl1.050.000,00.




K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan kerja ini schagal gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan parda tahun 2025, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana keglatan serta pembiavaannya,

Wonosari, G Januari 2025

Sckretans Dina Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

/ v

ARISANDY PURBA, AP. MIPA THERESIA WIDIASTUTI, 5.80s
NIP, 197602281994 121001 NIP. 197507061995032002
‘qk Mengotahui

cpala i'hn.-ﬂ- |'-. pendud ulkan fiHrl Pencatatan Sipil

IUNARJA SIP M.Si
JEOB1996031003




KERANGRA ACUAN KER.JA
KEGIATAN ADMINISTRAS] KEPEGAWAIAN PERANGEAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014
dismanatkan bahwa seliap pegawal Aparatur Sipil Negara untuk
meclaksanakan tugas publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan
tertentu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut perlu manajemen Aparatur Sipil
Negara yang profesional, bebas dan intervensi polilik serta bersih dan praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme .

Salah satu aspek dalam Manajemen ASN adalah pemberian penghargaan
atau reward kepada ASN, Penghargaan ataupun reward kepada ASN adalah
wujud apresiasi kepada scorang ASN dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan baik. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur merupakan salah
satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi, dalam melaksanakan tugas
pokok dan Tungsi diperlukan pengelolaan administrasi kepegawaian vang
berintegrasi dalam menjunjung tinggl prinsip-prinsip pelaksanaan tugas
pemerintah yang baik (good governance) serta berkinerja tinggi. Pengelolaan
administrasi kepegawaian perlu dukungan berbagai pihak agar dapat
menyajikan laporan atau informasi kepegawaian secara cepat dan akurat
dalam pengembangan karir pegawai.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupalen dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogvakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ilentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
schagaimana scbhagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 lenlang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan  evaluasi  Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tala
Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencanas Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daecrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Peranglkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;



10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 432 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tals Kerja Dinas
Daerah:

11, Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub

Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Adinistrasi Kepegawaian adalah :

. Melakukan pembinaan pada Aparatur Sipil Negara

b, Memberikan penghargaan /reward kepada Aparatur Sipil Negara;

c. Menvediakan anggaran dalam pelayanan administrasi kepegawaian antara
lain alat tulis kantor, pemberian piagam dan cindera mata, pembinaan
pegawai dan honorarium narasumber pembinaan pegawai,

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Adinistrasi Kepegawaian adalah :
Belanja alat tulis kantor
Helanja penggandasan
Belanja souvenir/cindera mata
HBelanja minum snack rapat
Belanja jasa transaksi keuangan
Belanja Iuran jaminan keschatan bagi THL.

D o

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Peorangkat Dacrah Sub Kegiatan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian pada Januan 2025 s/d
Desember 2025,

F. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Sub
Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Adinistrasi Kepegawaian adalah i
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Mo. R Rincian Aktivitas Pihak Terkail yROg
L. Januan 2025 | a. Menyviapkan bohan dan jadwal | PPTE % orang
wakiu pemhbinaan ASN Penpgadminisirasi
b. Menyusun dan menyiapkan | kepegawaian
data-data ke pegawaian
€. Mcnyiapkan bahan dan jadwal
wakiu pemberian penghangaan
AN
d. Mengusulkan FONCATEA
ATEERATAN
¢, Pembayaran juran jaminan
keschatan THL
[. Laporan porangEung
‘p_u.lu'l:lq-lrt_.fﬂf’.l
2, Februarl - Mei | 8. Menyusun  dan menyiapkan | PPTE 2 oTAng
2025 data-daln kepegawaian Stal Subbag
b, Pembavaran juran  jaminan | Umum dan
kesrhatan THL kepregawaian
c. Laporan pertangEung |
= Jawaban/SPJ S i




3. Juni 2025 g, Menyusun dan menyiapkan | FPTK 2 arang
data-data kepegawaian Stal Bubbag
b. Pembelian ATE Umum dan
. Melakukan pembelinn makan | kepegawaian
minum snack rapat pegawal Pegawai Dinas
d. Melaksanakan pem
cinderamata
¢, Pembayaran iuran jaminan
keschatan THL
f. Laporan pertanggung
jawaban /SPJ
4, Juli-Nopember | a. Menyusun dan menyiapkan | PPTK 2 orang
2025 data-data kepegawaian Staf Subbag
b. Pembayaran iluran jaminan | Umum dan
keschatan THL kepegawaian
¢. Laporan pertanggung
Jjawaban/3P.J
B. Desember a. Menyusun dan menyiapkan | PFTK 60
2025 , data-data kepegawaia Staf Subbag Oratg
!b. Melakukan pembelian makan | Umum dan
I minum snack rapat pegawai kepegawalan
{g. Melaksanakan pembinasn | Pegawai Dinas
pegawal
d. Pembayaran iuran jaminan
kesehatan THL
. Lapomn perinngEung
jawaban /SPJ

H. KELUARAN {OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub
Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah scbagai

beriloat:

1. Jumlah ASN tertangani.

I. PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub
Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Kepala
Suba Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub

Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.999.800,00




K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan
penjelasan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi
mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan,
keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaanmya.

Wonosari, & — \ - Apa¥
Peojabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

M

ARISANDY PURBA, AP, MPA MURYANI, S.1P
NIP. 197602281994121001 NIP. 197303171994022001
Mengetahui

th’.epa]a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- _Kabupaten Gunungkidul

TRI MUNARJA, 5.1P, M.Si
97012061996031003




KERANGEKA ACUAN KER.JA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI TAHUN ANGGARAN 2025

LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014
diamanatkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara untuk
melaksanakan tugas publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan
tertentu. Dalam pelaksanaan tugas terscbut perlu manajemen Aparatur Sipil
Negara vang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari prakiek
karupsi, kolusi dan nepotisme .

Salah satu aspek dalam Manajemen ASN adalah pendidikan dan
pelatinan sesuai tugas dan fungsi. Pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan
fungsi adalah wujud apresiasi kepada scorang pegawai dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik, Pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai
tugas dan fungsi merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi
Birokrasi, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperlukan
peningkatan kualitas SDM yang berintegrasi dalam menjunjung tinggi prinsip-
prinsip pelaksanaan tugas pemcrintah yang baik [goed governance) seria
berkinerja tinggi. Pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai tugas dan fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat,

DASAR HUKUM

l. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daprah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Istimewa Yogyakartia jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sehapaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Noemor 41);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penvusunan, Pengendalian, dan ecvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanann, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daersh, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pemmbangunan Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daecrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah daerah;

A, Peraturan Daerah Kabupaten Gununghidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;



10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Sub
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah :
a. Melakukan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka pengingkatan
kualitas S1M,
b, Mengirimkan pegawai untuk melaksalakan diklat seguai tugas dan fungsi.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi adalah :
&, Belanja honorarium narasumber
b. Belanja jasa penyelenggaraan acara
c. Belanja sewa kendaraan bermotor
d. Belanja perjalanan dinas

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada
Januari 2025 s/d Desember 2025,

F. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Sub
Kegiatan Pendidikan dan Pelatthan Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi
adalah di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Ro: | bR o  Rincian Aktivitas Pihal Terkait vang
1. Januari 2025 |a. Menylapkan baban dan jadwal | PPTK 2 arang
wakiu pendidikan dan Pengadministrasi
pelatibzn pegawai kepegawalan
2, Februar - a. Menjadwal pelaksanaan PPTK 2 orang
Maret 2025 pengiriman bimtek ) diklat Staf Subbag
Limum dan
kepogawalan
3. April 2025 la, Pelaksanaan bimtek PPTK
peningkatan kualites SDM Stal Subbag OTANE,
'b. Laporan perlanggung Umum dan
jawaban / SPJ kepegawaian
Pepawal Dinas
4 U Juli-Desember |a.  Menjadwal pelaksanaan PIFTK 2 orang
2025 pengirmaen mtekfdiklat Staf Subbag
Umum dan
kopogawaian




H. KELUARAN [OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawail Berdasarkan Tugas dan Fungsi
adalah sebapai benkut:
L. Jumlah pegawai yang mengikutl diklat/bimtek.

I. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
adalah Kepala Suba Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretanat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

J, SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkal Daerah Sub
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 schesar Rp56.400,000,00

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini scbagai gambaran umum dan
penjelasan vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi
mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan,
keluaran, pelaksana kegiatan scrta pembiayaannya.

Wonosari, & - | - 10218
Dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

-l M

ﬂﬂckr{:

ARISA PURBA, AP, MPA MURYANI, S.1P
NIP. 197602281994121001 NIP. 19730317 1994022001

Mengetahui
-’Cl(c]:-ala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl

|
_".
'il] | MUNARJA, S.1P, M.Si

o

%0 1206199603 1003



A,

B

KERANGEKA ACUAN KER.JA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGEAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALAS!I LISTRIK /| PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR TAHUN ANGGARAN 2025

LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai  tugas melaksanakan urusan pemerintahan  dan  tugas
pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki
beberapa program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan
beberapa kegiatan dan sarana penunjang vang dilaksanakan oleh sekretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Salah
satu program penunjang yang dikelola oleh sckretarial adalah kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Dacrah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penecrangan Bangunan Kantor. Dengan terlaksananya
kegiatan ini diharapkan scluruh kegiatan perkantoran, baik  yang
dilaksanakan di bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara baik
dalam pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul schingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat
SASATATL.

. DASAR HUKUM

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

2, Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2004 tentang Sistem Percncanaan
Pembangunan Nasional,

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
schagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomaor 2 Tahun 2022 tentang Cipla
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan  evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata Cara
Perubahan Renecana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah;

#. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul;

9, Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2005;

10. Peraturan  Bupati Gunungkidul Nemor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;



k.

(.

11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

. TUJUAN

a. Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

b. Terpenuhinva komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
untuk memperlancar dalam pelayanan pada masyarakat;

. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keglatan
Penyediaan Kemponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor adalah:
a. Belanja komponen listrik

. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik / Pencrangan Bangunan Kantor dilaksanakan Bulan
Maret dan September 2025,
LOKAS] PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1 Januart 2025 a. MEI'I.}"LJ;;..I-]:I. TeTICETA PPTE
pembelin Stal Subag Umpeg
1 | b. Mengusulkan anggaran " ,
Z. Maret 2025 a. Melakukan pembelian PPTE 2 orang
b, Laporan Bendehara
| peranggungiawaban [ SPJ| pengeluaran = i
3. | Beptember 2025 (. Melakukan pembelian PIFTIK 2 orang
b, lLaporan Bendahara
| pertanggungjawabun/SPJ | pengeluaran -y -]

H. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dacrah Sub Kegatan
Penvediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu :
g. Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantar terbeli.

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanasn Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub
Kegiatan Penyediaan Kemponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rpl.073.600,00.



K. PENUTUP,
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayasnnya.

Wonosari, & - | — 202F

Sekretaps Dinas, Pgjabatl Pelaksana Teknis Kegiatan,

> M

ARISANDY PURBA, AP, MPA MURYANI, S.IP
NIP, 197602281994121001 NIP. 197303171994022001
Mengetahw
ﬂ_}{cpala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NARJA, 3.1P, M.5i
0619926031003




KERANGEA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRAS] UMUM PERANGEAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2025

A, LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gununghkidul
mempunvai tugas melaksanakan urusan  pemerintahan  dan  tugas
pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki
beberapa program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan
beberapa kepiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sckretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Salah
satu program penunjang vang dikelola oleh sckretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran antara lain Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor, Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh
kegiatan admimistrasi yang Llerkait dengan urusan perkantoran, baik yvang
dilaksanakan di bidang maupun sckretariat dapat dilaksanakan sccara efektif
dan efisien baik dari aspek clekiiitasnya dalam pencapaian lujuan maupun
aspek efisiennya dalam pengpunaan anggaran yang terkait dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sechingga
sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

B. DASAR HUKLIM

1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Istimewa Yogyakarla jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ilentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
sebagaimana scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penelapan Peraturan
Pemerintah Pongganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalinn, dan  evaluasi Pelaksanaan Kencana
Pembangunan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, P:_'.np_f:nt’t'ﬂh.'ul dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata

Cara FEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangks Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana

Kerja Pemerintah dacrah;

H., Peraturan Daerah Kabupaien Qunungkidul Nomaor 2 Tahun 2021 wentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daecrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunuan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9, Peraturan Daecrah Kabpalen Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 20.25;

<~ oW



10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

C. TUJUAN
a, Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
b. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk memperlancar
dalam pelayanan pada masyarakat;

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah :

. Belanja Alat Tulis Kantor;

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover,

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor benda pos;

Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer;

Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir

Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud

g‘ Belanja Modal Peralatan dan Mesin,

MO AD DD

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam jangka waktu satu
tahun dari Bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Januari 2025 Menviapkan jadwal PPTEK, 3 orang
pengadaan dan Pejabat pengadaan
pembelian
Menyusun SK Tim

LE -

Menyiapkan bahan
dan dokumen kontrak
d. Pembelan AT/ bendas

pos/ materai
2, Februari 2025 a. Melakukan PPTK 2 orang
pembayaran ATK | Penyimpan barang
b. Laporan pertanggung
jawaban /SR
‘3. | Maret 2025 ¢. Melakukan PPTK, 10 orang
pembayaran Pejabat pengadaan,
d. Laporan pertanggung | Tim penerima barang,
jawaban /BPJ bendahara pengeluaran
dan penyimpan barang




<N = &
‘Walktu Rincian Aklivitas A . :ﬂﬂﬂfﬂ
4, Juli 2025 a. Melakukan PPTK bendahara 2 orang
pembavaran ATK penpeluaran dan
b, laporun perianggung | penyimpan barang
Rawibn S 8l
I

H. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Adminisirasi Umum Perangkat Dacrah Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlenghkapan Kantor yaitu ;
a. Jumlah pakect pengadaan peralatan dan perlenghapan kantor

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Peranghkat Daerah Sub kegiatan
Penvediaan Peralatan dan Perlenpgkapan Kantor adalah Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaion Sclreiarial Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN]

Pelaksanaan Kegiatan Adminisirasi Kepegawalan Perangkat Daerah Sub
Kegiatan Penyediaan Peralutan dan Perlengkapan Kantor bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Helunga Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun
anggaran 2025 sebesar Rpl.184,.515.000,00.

PENUTUP.

Demikian Kerangka Acusn Kerjo ini scbagai gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memual informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, wakiu, lokasi, teshapan, keluaran,
peclaksana kegialan serta pemblavaannya.

Wonosari, & = | — 102y

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Qm

ARISANDY PURBA, AP, MI'A MURYANI, S.1P
NP, 1976022581994121001 MIP. 1973031 71994022001

Mengetahui
gl{cpaja Dinas hcpcndudukan dan Pencatatan Sipil
3 aten Gunungkidul




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai  tugas melaksanakan  urusan  pemerintahan dan  tugas
pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, vang memiliki
beberapa program Kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran sirategis dimaksud, insiansi didukung dengan
beberapa kegiatan dan sarana penunjang vang dilaksanakan oleh sekretanat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Salah
satu program penunjang vang dikelola oleh sekretariat adalah kegiatan
administrasi umum perangkal dacrah sub kegiatan penyediaan peralatan
rumah tangga. Dengan (orlaksananya kegiatan ini diharapkan selurah
kegiatan administrasi yang terkail dengan urusan perkantoran, baik yang
dilaksanakan di bidang maupun sckretariat dapal dilaksanakan sccara efektif
dan cfisien baik darl aspek cfcktifitasnya dalam pencapaian lujuan maupun
aspek efisicnnya dalam penggunaan anggaran.

B. DASAR HUKUM

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimecwa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
schagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomaor 41},

4. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan  ¢valuasi  Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacral;

5. Peraturan Permerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;

B, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah;

&, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah Kabupaten Gununghkidul;

9. Peraturan Dacrah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Orpanigasi, Tupgas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul tenlang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,



C. TUJUAN
a. Terjaminnya pelaksanaan Peolavanan Administrasi Perkantoran untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan lugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Penecatatan Sipil Kabupaten Gununghkidul;
b. Terpenuhinya peralatan  dan  perlengkapan  rumah  tangga  untuk
memperlancar dalam pelayanan pada masyarakat;

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan administrasi umum perangkal daerah sub kegiatan
penyediaan peralatan rumah tangga meliputi
a., Penyediaan bermacam perlongkapan kantor,

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat dacrah sub kegistan penyediaan
peralatan rumah tangga dilaksanaken pada Maret dan September 2025,

F. LOKAS] PELAKSANAAN
Kegiatan admimistrasi umum  perangkat dacrah sub kegiatan penyediaan
peralatan rumah tangga dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

_ ¥ 13 Rincian Altivicas i _
No | Wakiu Pelaksanaan Pihalk Terkait
1. Maret 2025 f. Melakulkon pembclian PPTH bendahara
perlongkapan rumah penpgeiuaran dan
trmEps penyimpan barang
b, lLaporan porlanpeung
jwinhan / S
2, September 2025 i Melakukan pembelian PPTK bBendabara 3 orang
peerlengkapen rumah pengeluaran dan
tekmEpa penyimpan barang
by, Laparan pertanggung
jawibion / SFJ

H. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan administrasi umum perangkatl daerah sub kegiatan
penyediaan peralatan rumah tangga yaitu ;
a. Jumlah paket perlengkapan rumah tangga

1. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Admimistrasi Kepegawalan Perangkat Dacrah Sub Keglatan
penyediaan peralatan rumal lungga adalah Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Sckretanal Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA [PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Administresi Kepegawaian Perangkai Daerah Sub
Kegiatan penyedinan peralatan rumah tangga bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kebupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
2025 sechesar Rp7. 604,500,000,



K. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Korja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan pada tshun 2025, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayvaannya,

Wonosari, & —1 = <£o231¥

Sekretans Dinas, Pejabal Pelaksana Teknis Kegiatan,
RBA, AP, MPA MURYANI, 5.1P
NIP. 1976022819941 21001 NIP, 197303171994022001

Mengetahu
nddudukan dan Pencatatan Sipil
Fapaten Gunungkidul

[ MUNARIA, S.1P, M.Si
Jr01 206199603 1003




KERANGEKA ACUAN KER.JA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGEAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan  dan  tugas
pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki
beberapa program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan
beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan olch sckretanat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Salah
satu program penunjang vang dikelola oleh sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran antara lain Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor, Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan seluruh
kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang
dilaksanakan di bidang maupun sckretariat dapat dilaksanakan secara efektil
dan cfisien baik dari aspek elektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspck cfisicnnyva dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gurnungkidul schingga
sasaran yang hendak dicapai akan tepal sasaran.

B. DASAR HUKUM

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
sebagaimana sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indones:a
Tahun 2023 Nomor 41);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyvusunan, Pengendalian, dan c¢valuasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;

6, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pampang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah:

#. Peraturan Dacrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomeor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Angparan 2025,



10, Peraturan Bupati Gunungkidul

Momor 43 Tahun 2023 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Dacrah;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

C. TUJUAN
a. Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

b, Terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan untuk memperiancar dalam
pelayanan pada masvarakat,

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang lingkup kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penvediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah @

a. Belanja ATK
b. Belanja fotokopt dan penjilidan.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dacrah Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam jangka waktu satu
tahun dar Bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025,

F. LOKAS] PELAKSANAAN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyedizan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

periangsungjawaben /
EF&J

- _ Waktu S % Juhlah
Ma. _ " Rincian Aktivitas Pitiak Terkait Orang
1, Januari 2025 (@, Menvusun jadwal | PPTE, 3 orang

pengidaan Peiahat pengadaan
b, Menvipkan bahan
[ —— dan dokumen kontrak | .
q Februar 2025 a. Melakulkan IR, 10 crarg
pem bavaran Pejabat pengadasan,
b. Laporan pertanggung | Tim penerima barang,
Jjawaban/ SR bendahara pengeluaran
dan penyimpan barang
3 Mei 2025 i Melskukan { FPTK bendahara | 5 orang
pembayaran i pengeluaran dan
b, Laporan perlanggung | penyimpan barang
P | B ___jawsban/SPJ
4 Apustus 2025 a. Melskukan PPTK bendahara 5 orang
pembayaran pengeluaran dan
b, Laporan penyimpsan kirang
porianggunggiawa bar
I R A T i o
5 Mopember 2025  |a. Melakuksn PPTK bendahara 3 nrang
pembayaran pengeluaran dan
b. Laporian penyimpan barang



I.

. KELUARAN [(QUTPUT]

Keluaran dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dacrah Sub Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu |
a, Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan,

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul.

J. SUMBER DANA [PEMBIAYAAN)

PFelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul tahun
anggaran 2025 scbesar RpS37.250.000,00

. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja inl scbagal gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memual informasi mengenai
latar belakanp, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, kecluaran,
pelaksana kegialan serta pembiayaannya,

Wonosari, © =\ — Zoarc

Sckretang Dinas Pejabal Pelaksana Teknis Kegiatan,
ARISANDY PUREBA, AP, MPA MURYAN], S.IP
NIP. 197602251994121001 NIP. 197303171954022001

Moengetahui
gkcpa_]a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
rabipaten Gunungkidul

(Rl MUNARJA, S.IP, M.Si
¥7012061996031003




KERANGEKA ACUAN KERJA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2045

A, LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai  tugas melaksanakan urusan  pemerintahan dan lugas
pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki
beberapa program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian targel
program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan
beberapa kepiatan dan sarana penunjang vang dilaksanakan oleh sekretarial
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Salah
satu program penunjang vang dikelola oleh sckretariat adalah kegiatan
adminstrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan. Dengan terlaksananya kegiatan ini
diharapkan scluruh kegiatan administrasi yang terkail dengan urusan
perkanioran, baik vang dilaksanakan di bidang maupun sekretariat dapat
dilaksanakan secara efektif dan cfisien baik dan aspek efcktifitasnya dalam
pencapaian tujuan maupun aspek efisiennya dalam penggunaan anggaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ja
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun [950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcocnetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata
Cara Ewvaluasi Rancanpgan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Reéncana Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomeor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Funpsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;



9]

H.

11, Peraturan Bupali Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

. TUJUAN

a. Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Admimistrasi Perkantoran uniuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

b. Terpenuhinya surat kabar untuk meningkatkan pengetehuan  dan
ketrampilan dalam pelayanan pada masyarakat;

RUANG LINGEKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah ;

#. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan adminstrasi umom perangkat dacrah sub kegiatan penyvediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam jangka wakiu
satu tahun dari Januari 2025 sampai dengan Descmber 2025,

LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan adminstrasi umum perangkat dacrah sub kegiatan penyediaan bahan
bacaan dan peraturan  perundang-undangan dilaksanakan di  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
) B i Pihak Terkait | Orang
: Terlibat
1 Januari &, Penyediaan sural kabar PPTK bendahara 3 grang
g/d Desember | B Melakukan pembayaran pengeluacrsn
2025 . Laporan pertanggung
jawaban /SR

KELUARAN [QUTPUT)

Keluaran dari Kepiatan adminstrasi umum perangkat dacrah sub kegiatan
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yaitu ©

a. Jumlah dokumen bahan bacaan vang disediakan,

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Sub Kegiatan
penyediagn bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sckretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkadul.

. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN]

Pelaksanaan Kegistan Administrasi Kepegawsian Perangkat Daerah Sub
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 20235 scbesar Rp1.080.000,00.



K. Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini schagai gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,

pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, & — |-a0a%

Sckretarys Din Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
ARISANDY PURBA, AP, MPA MURYANI, S.1P
NIP. 197602281994121001 NIP. 197303171994022001

ﬂx Mengetahw

Epala Dinas I{cp-:nl:ludukan dan Pencalatan Sipil




KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 5URB KEGIATAN

FASILITASI KUNJUNGAN TAMU TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten

Gunungkidul merupakan salah satu pcrangkal dacrah penyelenggara
pelavanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik dimungkinkan adanva sharing pelayanan dengan perangkat
daerah lain demi meningkatkan kualitas layanan dan pemecahan
permasalahan vang dihadapi.

Kegiatan penerimaan tamu ataupun kunjungan tamu dari luar

perangkat dacrah merupakan salah satu kegiatan yang dilalukan untuk
bisa bertukar informasi dan sharing pelaksanaan pelayanan publik.

B. DASAR HUKUM

1.

1o,

L1

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanasan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenlang Penelapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Kencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraluran Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembanpunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah dacrah;

Peraturan  Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Gunungkidul;

Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran  Anpgaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025,



C. TUJUAN
1. Menyediakan jamuan tamu untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik;
2. Menyediakan air minum mineral dan permen bagi pemohon pelayanan
pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;

D, RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan administrasi umum perangkat dacrah sub
kegiatan fasilitas1 kunjungan tamu meliputi:
a. Belanja makanan dan minuman tamu,

=

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan fasilitasi
kunjungan tamu dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran dan
Januan 2025 sampai dengan bulan Desember 2025,

F. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan administrasi umum perangkat dacrah sub kegiatan
fasilitasi kunjungan tamu di hngkup Dinas Kependudukan dan Pencatalan
Sipil Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

A g Terlibat |
1, | Januari s/d a. Penyediaan makanan  dan | PPTK 4 orang
Desember 2025 minuman jamuan tamu Hendahara
b, Melakukan pombayarn pengeluaran
¢ laporan pertangeung | Stafl
jawaban/ SAI
H. KELUARAN /OUTPUT

Keluaran dari Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
fasilitasi kunjungan tamu adalah scbagai berikut |
a. Jumlah laporan fasilitasi tamu tersedia;

. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan administrasi wmum perangkat dacrah sub kegatan
fasilitasi kunjungan tamu adalah Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Sckretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul.

J, SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan kegiatan admimstrasi umum perangkat dacrah sub kegiatan
[asilitasi kunjungan tamu bersumber dari Angearan Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 scbesar
Rp10.050,00.



K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja inl sebagai gambaran umum dan
penjelasan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat
informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi,
tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan seria pembiayaannya.

Waonosari, G = | = A8

Sckreta 1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

o M

DY PURBA, AP, MPA MURYANI, S.1P
NIP. 197602281994121001 NIP. 197303171994022001

Mengetahu
dudukan dan Pencatatan Sipil
aten Gunungkidul




KERANGEA ACUAN KER.JA
KEGIATAN ADMINISTRAS]I UMUM PERANGEAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
DAN KONSULTAS] SKPD TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sesuan tugas pokok dan
fungsi diperlukan adanya penyediaan anggaran dalam melaksanakan rapat-
rapat koordinasi baik rapat kecordinasi internal Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul maupun cksternal dengan
perangkat daerah yang lain di wilayah Kabupaten Gunungkidul maupun luar
daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun konsultasi ke pusat/Direkiorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil serta sharing pengalaman dan pemecahan permasalahan
keluar dacrah diperlukan untuk mencari solusi dan pengarahan atas
permasalahan-permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil serta study
tiru dalam pemecahan permasalahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku,

B. DASBAR HUKUM

1. Undang-Undang Nemaor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daecrah Istimewa Yopvakarta jo
Peraturan Pemenintah Nomeor 32 Tahun 1950,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 5istem Percncanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana scbagaimana iclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Nepgara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daecrah,

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkal Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tshun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panmjang Daerah, Rencana
Pembanpgunan Jangka Mencngah Dacrah, dan Rencana Kerja Pemerintah
dacrah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tenlang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul,

9. Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tenlang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Dacrah;

11. Peraturan Bupat Gunungkidul tenlang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Gununghladul Tahun Anggaran 2025,

il



C. TUJUAN
a. Untuk mencan solusi permasalahan dengan konsultasi pusat serta dacrah
lain agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;
b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penvelenggaraan
administrasi kependudukan.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
Penyelengearaan rapat koordinasi dan konsultast SKPD terdin dari beberapa
kematan vang meliputi;

a. Penyediaan makan minum rapal baik internal maupun cksternal;

b. Penyediaan anggaran konsultas: ke pusat serla sharing ke dacrah lain.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat dacrah sub kegiatan Penvelenggaraan
rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan pada Januari 2035
sampail dengan November 2025,

F., LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan administrasi umum perangkat dacrah sub kegiatan Penvelengparaan
rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipill Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Kementerian Dalam
Negeri Rl seria dacrah di luar DIY.

. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

T B et Rincian Aktivitas el Orang
1 Januar 2025 a.  Menyviapkan jadwal rencana FPTK 10 grang
rapat koordinask; Beandabara
| b, Menyiapkan hahan-bahan pengeluaran
| konsultasi, sharing Stafl Subbag
| &, Melaksanalon perfalanan Ummipeg
dires Lain ya
' d, Laporan pertanggungiawnban
[81
2 Februari 2025 | o Melaksanakan rapat PPTK 103
| koordinast Hendahara OTAETIE
b. Melaksanakan peralanan pengeluaran
ditas pegawal dinas
g, Laporan pertangeungjawaban
it Bl
3. | Maret 2025 'a, Melaksanakan perjalanan FPTH b orang
dinag Bendahara
'h. Laporen pertanggungfawaban | pengolunran
{' [ 8P pegawai dinas ‘ -
4, April - Mel 2025 (o, Melaksangkan rapat FPTE B4 orang
koordinasi Bendahara
th, Melaksanakan perfalanan pengeluaran
dinas pegawas  dindas
¢, Laporen perianggungiawaban
FE=1 B
5. | Juni 2025 8. Melaksanakan perfalanan PIFTK 103
dinas Bendabhara GEFATIE
b, Laporan pengeluaran
pertangpuniawaban 5P pogawat dinas




Pihas Jumlah

| g R Rincian Aktivitas o -Emt
6, | Juli - Oktober . Melaksanakan rapat PPTK 220
a0 koordinasi Bendahara OTanNng
b Melaksanakan perjalanan pengcluaran
diring pegawnl dinas
c.  Laporan
pertangrungiawaban / SHA
7. November 2025 |a. Melakeanakan perialanan PPTH 20 prang
alirias Bendahara
b. Laporan pengeluaran
pertanpgLnglawaban 3P prgawal dinas

. KELUARAN [OUTPUT)

Keluaran darl Kegiatan administrasi umum peranghkat daerah sub kegiatan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu :

a. Jumlah konsultasi dan koordinasi luar dacrah terfasilitasi;

b. Jumlah snack dan minum rapat tersedia.

. PELAKSANA

Pelaksana Kepgiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
Penyelenggarnan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretarial Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

. SUMBER DANA [PEMBIAYAAN])

Pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan
Penyelenggaraan rapail koordinasi dan konsultasi SKPD bersumber dari
Angparan Pendapatan dan Belanja Daecrah Kabupaten Gununghkidul Tabun
Anggaran 2025 sebesar Rpl06. 186,000,040,

. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini scbagal gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,

pelaksana kegiatan seria pembiavaannya.

Wonosari, & — \-203%
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

MURYANI, S.1P
NIP. 197303171994022001

Mengetahui
Hendudukan dan Pencatatan Sipil
aten Gunungkidul




KERANGEA ACUAN KER.JA
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologt dan informasi serta tuntutan masyarakal akan
layanan yang lebih baik menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh
suatu perangkat dacrah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil
Kabupaten Gunungkidul sebagai unit penyelenggara layanan publik di bidang
administrasi kependudukan mempunyai tanggung jawab uniuk memberikan
layanan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk memperlancar
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi diperlukan adanya
penyediaan anggaran dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi baik rapal
koordinasi internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupalen
Gunungkidul maupun cksternal dengan perangkat daerah vang lain di wilayah
Kabupaten Gununghkidul.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
daersh Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
schagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Ewaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang D#crah dan Rencana Jangka Mencngah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah daerah;

8. Peraturan Daecrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tenlang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul;

9, Peraturan Dacrah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Teniang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

| 1, Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaien Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,



. TUJUAN

a. Untuk mencan solusi permasalahan layanan administrasi kependudukan
agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyelenggaraan
administrasi kependudukan,

. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan administras] umum perangkat daerah sub kegiatan
pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis clektronik pada SKPD berupa ;

a. Penyediaan makan minum rapat.

. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan administrasi umum perangkat daecrah sub kegiatan pelaksanaan
sistem pemerintahan berbasis clekironik pada SKPD dilaksanakan pada bulan
Mei, Juni, Nopember dan Desember tahun 2025.

. LOKAS] PELAKSANAAN

Kegiatan adminmistrasi umum perangkat dacrah sub kegiatan pelaksanaan
sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

8 e B i 758 g M T

Hﬁ. e i [, m .ﬁm th )\ ﬂm._
g Mei 2025 a. Menyiapkan jadswal IFTK 20 arang
rencana papal koordinmsi; Bendahara
h. Melakssnakan rapatl penpeluaran
koordinasi Staf Subbapr Umpeg
. lLaporan Lairya
pertangeungawaban 5100 Pogawal dinas/Luar
3, Juni 2025 a, Melaksanakan rapat PPTE 20 orang
koordinasi Bendahara
bh. Laporan poengel Uaranpegawal
poranggungiawaban/SP) | dinas{Luar
i Nopember a, Melaksanakan rapal PPTH 20 arang
35 koordiniasi HBendahara
b, Laporan | pengeluaran
pertanggungiawaban fSP] pegawai dinas /Luar
4, Pesember a, Melaksanakan rapal PFTH | 40 orang
025 koordinasi Bendahara
b. Laporan pengeluaran
pertanggunglawaban /5P pegawal dinas) Luar

H. KELUARAN [OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegatan
pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yaitu :
a. Jumlah rapat koordinasi terfasilitasi.



I

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan administrasi umum perangkat dacrabh sub kegiatan
pelaksanaan sistemn pemerintahan berbasis elcktronik pada SKPD adalah
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sckretariat Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

J, SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan

pelaksanaan sistern pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2025 scbesar Rpl.000.000,00,

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja imi sebagai gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hubum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayvaannya,

Wonosari, & —1 - 2eas

Sekretarig Dina Pejabatl Prlaksana Teknis Kegiatan,

e M

ARISANDY PURBA, AP, MPA MURYANI, S.0P
NIP. 197602281994121001 NIP. 19730317 1994022001

Mengetahui
ﬂ\l(cpﬂ.la Ulnas Kt:p::nuduhﬂn dan ]?'-:-nt,m.qt:-m Sipil




KERANGEA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai  tugas melaksanakan  urusan  pemerintahan  dan  tugas
pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, vang memiliki
beberapa program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapalan target
program kérja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan
beberapa kegiatan dan sarana penunjang vang dilaksanakan oleh sekretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Salah
satu program penunjang yvang dikelola oleh sckretanal adalah keglatan
penyediaan jasa penunjang urusan pemerinlahan daerah sub kegiatan
penyediaan Jasa surat menyural, Dengan  terlaksananya kegiatan ini
diharapkan scluruh kegiatan administrasi vang terkait dengan urusan
persuratan baik yang dilaksanakan di bidang maupun sckretariat dapat
dilaksanakan secara efektil dan ehsien baik dari aspek efektifitasnya dalam
pencapaian tujuan maupun aspek efisiennya dalam penggunaan anggaran
vang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul sehingga sasaran yang hendak dicapai tepat sasaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah lstimews Yogyvakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
schagaimana schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 teniang Penectapan Peraturan
Pemerintah Pengeantl Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan  evaluasi Pelaksanaan Hencana
Pembangunan Dacrah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata
Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah,
Serta Tata Cara Perubahan Eencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah daerah,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Dacrah Kabupaten Gunungkidul;

g9. Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;



E.

H.

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

. TUJUAN

a. Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk
menunjang kelancaran pelaksansan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

b, Terpenuhinya jasa persuratan, pengiriman dokumen dan jasa tcnaga
administrasi untuk memperlancar dalam pelayanan pada masyarakat;

. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegialan penvediaan jasa penunjang urusan pemerintahan
daerah sub kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat meliputi |

a. Penvediaan Jasa surat menyvurat;

b. Penyediaan Jasa tenaga administrasi;

¢. Penyvediaan Jasa pengiriman dokumen;

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemeriniahan daerah  sub
kegiatan penvediaan Jasa sural menyural dilaksanakan dalam jangka waktu
satu tahun dari Januari 2025 sampai dengan Desember 2025,

LOKAS] PELAKSANAAN

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan dacrah sub
kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat  dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
No. | Walktu Pelaksanasn Rincian Aktivitas Pihak Terkait | Orang
- i, s 1Al e i “-: ----- m ) =TT e b H‘EHE
1, | Jonuard 2025 sampai | & Penvedisan Jasa Tenapa PPTK 3 orang
Desember 2025 M rminisirasi Hendahara
I, Melakukan pombayaran pengeluaran
. Laporsn periangEung THL
Juwaksan /SR
2, | Januart 2025 . Penyediaan benda pos PPTK 3 orang
. Melakukan pembayvaran Bendahara
c.  Laporan pengeluaran
pertanggungjiawaban 8P Pegawail dinas
3, | Maret dan Juni 2025 |a, Penyediaan paket PPTH 3 orang
pengiriman Bendahara
b. Melakukan pembiayaran pengeluaran
g, lLaporan Pegawal dinag |
pertanppungaweaban 50 |

KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemeriniahan
daecrah sub kepiatan penyediaan Jasa sural menyurat yaitu :

a. Jumlah laporan penyvediaan jasa surai menyural;



oJ.

PELAKSANA

Pelaksana Kegialan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan dacrah
sub kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat adalah Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Sckretarial Dinas Rependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan
dacrah sub kegiatan penvediaan Jasa surat menyurat bersumber darl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran
2025 scbesar Rp27.185.000,00.

. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, lahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, & —\ = =23
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

M

ARISANDY PURBA, AP, MPA MURYANI, §.1P
NIP. 197602281994121001 NIP. 19730317 1994022001

Menpetahui
dudukan dan Pencatatan Sipil
flen Gunungkidul

§
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EERANGEA ACUAN KER.JA

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKAS], SUMBER DAYA AlR
DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2025

A, LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai  tugas melaksanakan urusan  pemerintahan  dan tugas
pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki
beberapa program kerja dan sasaran strategis, Ddalam pencapalan targel
program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan
beberapa kegiatan dan sarana penunjang vang dilaksanalkan oleh sekretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Salah
salu program penunjang vang dikelola oleh sekretariat adalah kegiatan
penvediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan
Penyediaan .Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik. Dengan
terlaksananya kegiatan inl diharapkan seluruh keglatan administrasi yang
terkait dengan urusan perkantioran, baik yvang dilaksanakan di bidang maupun
sckretariat dapat dilaksanakan sccara efektil dan efisien baik dari aspek
efcktifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiennya dalam
PCOEZUNAATI ATEEATAN.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogvakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomaor 32 Tahun 1950;

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teniang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
sebagaimana sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tghun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengpanti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang [(Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan  evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Daerah;

&, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9, Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomer 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Orpanisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Dacrah;



G.

11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

. TUJUAN

a. Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

b. Terpenuhinya sarana penunjang perkantoran untuk memperlancar dalam
pelayanan pada masyarakat;

. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan penycdiaan jasa penunjang urusan pemerintahan
daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik meliputi :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi;

b. Penyvediaan Jasa Air;

¢. Penvediaan Jasa Sumber Daya Listrik;

d. Penyediaan jasa Paket data,

WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  sub
kegiatan  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dilaksanakan dalam jangka wakiu satu tehun dari Januari 2025 sampai
dengan Desember 2025,

LOKAS] PELAKSANAAN

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan dacrah sub
kegiatan Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul.

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN -

' Rincian Aktivitas s Jumlah

‘No. | Waktin Pelaksanaan : « Ptk Terkait | Orang
. Terlibat |

1. Januari 2025 A, Mrelakukan pembayaran | PPTE 5 orang

sampai Descmber tagihan telepon Bendahara

2025 b, Melakokan pembayaran pengeluaran

tagihan air stafl

. Melakukan pembayaran
fngihin listrik

. Melikukan pembeayaran
pakel dnti

. lLaporan
pertanggungjawaban
S

. KELUARAN {OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan penyodiaan jasa penunjang urusan pemerintahan
daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yailu ;

a. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, S8umber Daya Air dan Listrik;



I,

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan penyvediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
sub kegiatan Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sckretariat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gununglhkadul.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan penvediaan jasa penunjang urusan pemerintaban
daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listnk
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rpl189.088.400,00.

. PENUTUF

Demikian Kerangka Acuan Kerja im sebagai gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenal

latar belakang, dasar hukum, tujuan, wakiu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, & — | = 20285
Sckretaris Dinas Pejabat Pelakesana Teknis Kegiatan,
ARISANDY PURBA, AP, MPA MURYANI, S.IP
NIP. 197602281994121001 NIP. 197303171994022001
Mengetahui

j-vl'(c]:l-alﬂ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyai tugas melaksanakan urusan  pemerintahan  dan  tugas
pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memiliki
beberapa program kerja dan sasaran strategis, Dalam pencapaian largel
program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan
beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh seliretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Salah
satu program penumjang yvang dikelola olch sckretariat adalah penyediaan jasa
penunjang urusan pemerintah  dacrah sub kegiatan penyediaan jasa
pelavanan umum kantor. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan
seluruh kegiatan administrasi vang terkail dengan urusan perkantoran, baik
vang dilaksanakan di bidang maupun sckretariat dapat dilaksanakan sccara
efektifl dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan
maupun aspck cfisiecnnya dalam penggunaan anggaran.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah [stimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lenlang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan
Panjang Daerah dan Rencana Jangka Mencngah Dacrah, Scrta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
dacrah;

#. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul;

9, Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025;

10. Peraturan  Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tenlang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;



11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tabun Anggaran 2025.

C. TUJUAN
a. Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
b. Terpenuhinya jasa kebersihan kantor untuk memperlancar dalam pelayanan
pada masyarakat;

D, RUANG LINGRUP KEGIATAN
Ruang Lingkup kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah
daerah sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor meliputi ;
a. Penyediaan Jasa Kebersihan;
b. Penvediaan jasa retribusi sampah.

E. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan
penvediaan jasa pelayanan umum kantor dilaksanakan dalam jangka waktu
satu tahun dari Januan 2025 sampai dengan Desember 2025.

F. LOKASI PELAKSANAAN
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan
penyediaan  jasa  pelavanan umum kantor dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

: : ; “dumilah
No.. [ M Rincian Aktivitas Pihak Terkait | Orans
by K | b TG L L L = Tﬂm
1. | Januwar 2023 |a, Menylapkan haban dan | PPTK 2 oorang
dakumen kontrak Pembantu PPE 3D
b, Menpusulkan anggiatin
2, Januari 2025 |a. Penvodiaan jasa reiribusi | PPTK dorang
BT sumpah Bendahara pengeludaran
| Desember b, Melakukan pembavararn
2025 ¢ lLaporan
pertanggungjawaban f SPJ
a. Juli 2025 a.  Penyediaan jasa | PPTK 3 orang
kehorstbman Bendahara pengeluaran
. Melakukan pembavaran
¢. Laporan
pertanpgpungjawaban / 5P
i, PDesem ber &, Penyediaan jass PIFTR 4 grang
2025 kohorsthan Bendehara pengeluarian
b, Meolakukan pembayaran
. Laporan
pertanggungjawaban [ SR

H, KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
sub kegiatan penyedizan jasa pelavanan umum kanlor yaitu :
a, Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;



PELAKSANA

Pelaksana Keglatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah dacrah
sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretarial Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

. SUMBER DANA [PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan penyedisan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor bersumber dari
Anpggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anpggaran 2023 scbesar Rp71.997.600,00.

. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan

yang ankan dilaksanakan pada tahun 2025, dan mecmual informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktiu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, & — | — A0LL
Seckret ' Pejabal Pelaksana Teknis Kegiatan,

- M

ARISANDY PURBA, AP, MPA MURYANI, S.IP
NIP, 197602281994 121001 NIP, 197303171994022001]

Menpetahuid
ﬁ([‘:p}ilﬂ Dinas Repegdudukan dan Pencatatan Sipil
buphiten Gununglkidul




KERANGEKA ACUAN KER.JA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DERAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELITHARAAN,
BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERTZINAN KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL ATAL LAPANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

A, PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk

meningkatkan kinerja pegawail, maka kepgiatan pemeliharaan barang mihk
daerah penunjang urusan pemerintahan derah sub kegiatan penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas
operasional sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran,
sehingga pemenuhan kebutuhannya sangal menunjang kelancaran kegiatan.

B. DASAR HUKUM

L.

10.

1=l

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Istimewa Yopvakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

. Undanp-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daecrah

scbagaimana scbagaimana iclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Penectapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41];

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 wentang Perangliat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ientang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negoed Nomoer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Ewaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RKencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan REencana
Kerja Pemerintah dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul;
Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025,

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.



C.

F.

TUJUAN

Tujuan keglatan pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan

pemerintahan derah sub kegiatan penyediaan jasa pemclibaraan, biava

pemeliharnan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional adalah ¢

1. Terpeliharanya Aset Tetap bergerak maupun tidak bergerak yang memjadi
naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul,

2, Terlaksananyva scmua sub kegiatan penvediaan jasa pemeliharaan, biava
pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan !d.irms operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional diantaranya:
a. Belanja jasa tenaga supir;

b. Belanja pemeliharaan kendarasn dinas;

¢. Belanja pajak kendaraan dinas.

WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan pemerintahan
derah sub kegiatan penyediaan jasa pemehiharaan, biaya pemeliharaan, pajak
dan perizinan kendaraan dinas dilaksanakan selama 1 [satu) tahun dan
Januari 2025 sampai dengan Desember 2025,

LOKAS] PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan pemerintahan
derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak
dan perizinan kendaraan dinas dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Lol e i Pihak Terkait | Orang ot
1. | Januari 2025 a, Merviapkan baban PPTK 2 orang
dan dokumen Pembantu PPE PL¥
| b, Mengusulkan
I, P REE RAraT = ;
& Januari 2025 A, Penyediaan jase PETK 3 orang
sampai [esember | L Sopir Bendohara
2025 | b Molnkukan pengeluaran
pom beyaran
o Laparan
perianggunEjavaban
! /51 o e
3. | Joanuari- Desember (a. Ponyediaan Belang FI*TKE 3 oTAng
20F5 pemaliharaan Bendahara
kendaraan roda 4 pengelunran
I Melakukan sial
pemnbayaran
2. Laporan
pertangeungawaban
: J‘lﬂl,-"r — | B
d, Februart, Apeil, . Penvediasan Belangs P*TE D OrEng
Juli, Oktober 2025 |1-|:_'.1'r|.|.!|:]'|:.11'.aa1"|. Rendahara
kendaraan roda 2 petige] usTan
b, Melaloukan ataf
pembayaran




et A Hincian Aktivitas g Jumleh

-+ I.aaéhmn
pertanpgEungiawa ban
f 5 |

H. KELUARAN (OQOUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan pemeliharaan barang milik daergh penunjang urusan

pemerintahan derah sub kegiatan penvediaan jasa pemeliharaan, biaya

pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas vaitu ;

a. Jumlah jumlah dinas operasional ata lapangan yang dipelihara dan
dibayarkan pajak dan perizinannya.

PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan pemeliharsan barang milik daerah penunjang urusan
pemernntahan derah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas adalah Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Sckretanat Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipl Kabupaten Gununglkidul,

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan dacrah sub kegiatan penvediaan jasa pemcliharaan, biava
pemeliharaan, pajak dan penizinan kendaraan dinas bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Taehun Anggaran
2025 sebesar Rp242 254.000,00,

PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagal gambaran umum dan penjelasan

vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenad
latar belakang, dasar hukum, tujuan, wnkl_u lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayvaannya.

Wonosari, & — | — a0ar

Sekretaris Dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Y PURBA, AP, MPA MURYANI, 5.1P
NIP, 19730317 1994022001

Mengetahui

SPH MUNARJA, S.1P, M Si
01206199603 1003




KERANGRA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN
MESIN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

B.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
mempunyat  tugas melaksanakan urusan  pemerintahan  dan  tugas
pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang memilild
beberapa program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud, instansi didukung dengan
beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan eoleh sekretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul., Salah
satu program penunjang vang dikelola oleh sekretarial adalah kegiatan
pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan pemerintah dacrah sub
kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Dengan terlaksananya
kegiatan ini diharapkan seluruh kepgiatan administrasi vang terkait dengan
urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan di bidang maupun sekretarial
dapat dilaksanakan sccara clektil dan efisien baik dar aspek elektiflitasnya
dalam pencapaian tujuan maupun aspek cfisiennya dalam penggunaan
anggaran,

DASAR HUKLUM

L. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1930 tentang Pembentukan Dacrah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah [stimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tabhun 15950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teatang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang Pemerintahan Daerah
sebagaimana secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan  evaluasi  Pelaksenaan Rencana
Pembangunan Dacrah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatla Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tala Cara
Evaluasi Eancangan Peraluran Dacrah tentang Hencana Pembangunan
Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Dacrah, Scria Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana Kerja Pemerintah
daerah;

&, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Gunungkidul;

9, Peraturan Dacrah Kabpatlen Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tehun
Anggaran 2025,

10, Peraturan  Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentlang
Kedudukan, Susunan Organmisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;



c.

D.

11. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Angparan 2025,

TUJUAN

a, Terjaminnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,;

b. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya untuk memperiancar dalam
pelayanan pada masvarakal;

RUANG LINGKUFP KEGIATAN

Ruang Lingkup kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |
a, Penyediaan permncliharaan peralatan dan mesin (komputer dan printer).

. WAKTU PELAKSANAAN

kegiatan pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan pemerintah
daerah sub kegiatan pemecliharaan peralatan dan mesin lainnya dilaksanakan
dalam jangka wakiu satu tahun dari Januari 2025 sampai dengan Desember
2025,

LOKAS] PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah
daerah sub kegiatan pemelibaraan peralatan dan mesin lainnyva dilaksanalean
di Dinas Kependudukan dan Penecatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Wl 4 Jrutlf;lﬂ:l:__
Ho. M Rincian Aktivitas | Orang
1, | Januari 2025 a Mcn}'-'mr.!kﬂn bahan dan | PPTK | E*Em.ng
dokumen Stal
b. Mengueulkan anggaran
2. Februsrn, Mei, a. f‘cnyu:lmun PPTK bendahara FE-nran.g
Agustusz, pemelilvaraan peralatan | pengeluaran dan
Nopember 2025 komputer ! penvimpan barang

b Melakuokan pembayaran
Laperan porlanggunig
jawaban /SR

. KELUARAN [OUTPUT)

Keluaran dan kegiatan pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan
pemerintah dacrah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
a. Jumlah peralatan dan mesin vang dipelihara.

PELAKSANA

Pclaksana Keglatan pemeliharsan barang milik dacrah penunjang urusan
pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawsian Sckretanat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan
pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rpl2.000.000,00.



K. PENUTUP.
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
vatig akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,

pelaksana kegiatan serta pembiavaannya,

Wonosari, & - | = DA%

Pejabatl Pelaksana Tcknis Kegiatan,

ARISANDY PURBA AP MPA MURYANI, S.1P
NIP, 197602281994121001 NIP. 187303171994022001

Mengetahui
udukan dan Pencatatan Sipil
ten Gunangkidul

: MUNARJA, S.1P, M.Si
97012061996031003




RERANGKEA ACUAN KERJA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DERAH SUR KEGIATAN PEMELIHARAAN /REHABILITASI]
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk
meningkatkan kinerja pegawai, maka kegiatan pemeliharaan barang milik
dacrah penunjang  urusan pemerintahan derah sub  kegiatan
pemeliharaan/rehabalitasi gedung kantor dan bangunan  lainnya sangal
dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan
kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1.

10.

Undang-Undang Nomaor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Istimewa Yogvakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Percncanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
scbhagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tehapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendaban, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkatl Dacrah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Pecrubahan Hencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Reticana Kerja Pemerintah dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daecrah Kabupaten
Gunungkidul,

Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025
tentang Anpparan Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, SBusunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah:

.Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025,

C. TUJUAN
Tujuan kegiatan pemcliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor
dan bangunan lainnva adalah :



l. Terpeliharanya Aset Tetap bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi
naungan [Dmmas Kependudukan dan Pencatatan Sigil  Kabupaten
Gununghkadul.

2. Terlaksananya scmua sub pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan
bangunan lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Cunungkidul.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang hngkup kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemenntahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor
dan bangunean lainnyva diantaranva adalah ;

a. Belanja Jasa tenaga penjaga malam

b. Belanja pemeliharaan gedung kantor

WAKTU PELAKSANAAN

Lingkup kegiatan pemchharsan barang milk dacrah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegialan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor
dan bangunan lainnya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dariJanuari 2025
sampal dengan Desember 2025,

LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan pemerintahan
derah sub kegiatan pemeliharasn/rchabilitas: gedung kantor dan bangunan
lainnya dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gununghidul,

TAHAPAN PELARKSANAAN KEGIATAN

Wkt Rincian Alitivit itas. . iwﬁ
N, E.. laksat Pihak Terlkait Drahg;‘
1 Jamuari 2025 a. Menyiapkan bahan dan FPTKE 2 arang
ik men Pembantu PPK P12
b, Mongusulkan anggamn
3 Januari 2025 4, Penvediaan e I:-s:'ﬁapj- PPTK 4;:F~E¢_r||.;
SELETIRE ke Fendahara
Degember 2025 (b, Metakukan pembayaran pengeluaran
o. Laporan
portangEungiawiban, S
3. sJamunri 2025 a. Penyediman pemelihaman | PPTK 2 orang
hangunan gedung kantor | Bendahara
b, Melakukean pembavaran pengcluaran
¢ Lapeiran
periansrungiawaban / S0

KELUARAN (QUTPUT
Keluaran dari kegiatan pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan
pemenntahan derah sub kegiatan pemeliharaan,/rehahbilitasi gedung kantor
dan bangunan lainnya vaitu ;
g, Jumlah  gedung  kantor dan bangunan  lainnya  yang
dipelihara/dirchabilitas



PELAKSANA

Pelaksana Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemenntahan derazh sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi pedung kantor
dan bangunan lainnya adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaisn
Sckretariat Dinas  Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten
Cunungkidul.

SUMBER DANA [PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Kegiatan pemcliharaan barang milik dacrah penunjang urusan
pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehahilitasi gedung kantor
dan bangunan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 scbhesar
Rp85.925.000,00.

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini scbagai gambaran umum dan penjelasan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosan, b~ — el K

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

M

MURYAN], 5.1P
HIP ]QTEGEEE!‘JQdIElDUI NIP. 197303171994022001

Mengetahul




KERANGEA ACUAN KERJA

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DERAH 5UR KEGIATAN PEMELIHARAAN /REHABILITAS]
SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN

LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025

A, PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk
meningkatkan kinerja pegawsi, maka kegiatan pemecliharaan barang milik
daecrah  penunjang urusan  pemerintahan derah sub kegiatan
pemeliharaan /rehahbilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

B.

atau

bangunan lainnya sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional

perkantoran, sehingga pemenuhan  kebutubannya sangat menunjang
kelancaran kegiatan,

DASAR HUKUM

1,

10,

11,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah [stimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Naswonal;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
sebagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Noemor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan  evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 106 tentang Perangkat Dacrah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah;

Pepaturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Panjang Dacrah dan Rencana Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana
Kerja Pemerintah dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedus atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten
Gunungkidul;

Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomar 13 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Dacrah;

Peraturan Bupati  CGunungkidul tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 20235,



C.

D.

L

Tujuan

Tujuan kcgiatan pemelibaraan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan

prasarana pendukung pedung kantor atau bangunan lainnya adalah

I, Terpeliharanya pendingin  ruangan yang menjadi naungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kabupaten Gunungkidul.

2. Terlaksananya semua sub kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan
prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemenntahan derah sub kcgiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan
prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya adalah :

4. Belanja pemeliharaan AC.

WAKTU PELAKSANAAN

Kematan pemeliharaan barang milik dacrah penunjang urusan pemerintahan
derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan  prasarana
pendukung gedung kantor alau bangunan lainnya dilaksenakan selama 1
(satu) tahun dari Januari 2025 sampai dengan Desember 2025,

LOKASI PELAKSANAAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan
derah sub  kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan  prasarana
pendukung gedung kantor ainu bangunan lainnya dilaksanakan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan Ruangan
Operator SIAK di scluruh kapancowon se Kabupaten Gununghkidul.

TAHAPAN PELAKSANAAN KICGIATAN
e Rincian Aktivitas
| Januars 2025 i, Menviapkan behan dan | PPTRE
doloumer ataf

b, Mengusulkan anggaran

2, Febraari, April, m envedigan pemelthoraan | PPTK 2 Orang
Apustus, ORiober alat pendingin Rendahara
2025 (o Melakukan pembavaran penpgeluaran

=, Laporin

pertanpgeungjawaban f S

KELUARAN [OUTPUT)

Keluaran dan kegiatan ]']l.!l'[l['|1|‘l.il FAAT] b.arrang milik daerah pr:r:unjang LUFLISAT
pemerintahan derah sub kegatan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan
prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yaitu -

a. Jumlah AC yang dipelihara.

PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan pemelihargan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintahan derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana pendukung gedung kantlor altau bangunan lainnya adalah Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.



J. SUMBER DANA (FPEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan pemelibaraan barang milik dacrah penunjang urusan
pemernintaban derah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gununghkidul Tahun
Anpgaran 2025 schesar Rph, 000.000,00,

K. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan kerja im sebagal gambaran umum dan penjelasan
vang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dan memual informasi mengenai
latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan seris pembilavagnnya.

Wonosgari, & - | — A025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

M

ARISANDY PURBA, AP, MIPA MURYANI, S.1P
NIP. 197602281994121001 NIP. 19730317199402200 ]
Mengetahui
,%cpaia Dmuﬁ Hf:p: r uduka.n dan I}cnc'.atatan Sipil




A.

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN
DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK

LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,maka Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul berkewajiban memberikan
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menerbitkan
dokumen kependudukan.

Qalah satu dekumen kependudukan yang di terbitkan dalam pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah dokumen Identitas
penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK],
Kartu Identitas Anak (KIA). Penerbitan Identitas Penduduk dilakukan melalui
kegiatan pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi Desa serta masyarakal pengguna
layanan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta,

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 24 Tahun 2013;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dani
hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

&. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

0. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 20235;

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dacrah.

11, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025.



C. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas

pendaftaran penduduk adalah:

|. Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Elektrokmik;

2 Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Kartu Keluarga;

3. Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Kartu Identitas
Anak;

4. Memifasilitasi dan mengkoordinasikan pelayanan pencatatan,
penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
sampal tingkat desa melalui petugas register desa; dan

5. memecahkan permasalahan terkait dengan pelayanan pendaftaran dan
penerbitan Identitas Penduduk.

. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan  Dokumen atas
Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2025 s/d
Desember 20235].

. LOKAS] PELAKSANAAN

Lokasi Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Pendaftaran Penduduk adalah di lingkup Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Pelayanan di loket kapanewon, pelayanan jemput bola di
SLB, Pelayanan jemput bola di Sekolah SMA/MA/SMK, Pelayanan jemput bola
sampai ke tingkat kalurahan dan rumah penduduk jompo, penyandang
disabilitas dan ODGJ.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

Janaari 2025

+ Hapat # Melaksatinkan
Koordinasi rapat koordinasi se=Kabupaten undéangan
Operator dengan Operator Cunungkidul
S1AK SIAK == Kab, s Pelaksana
Gunungkidul dan Bidang
Pelaksans Bidang pelayanan
pelayanan pendaftaran
pendaftaran penduduk
Penduduk untuk
mensosialisasikan
kegiatan tahun
2025
» Pembavaran = Melpksanakan e Tenaga Hartan | = 3 orang
Honor THL pembayaran Lepas
honorarium THL
» Melaksana e Entry data = Operator SIAK | » 20 orang
kan » Update data + Pelaksana
Pelavanan » Cetak dokumen bidang
penerbitan s Distribusi pelayvanan
KK, KTP-£l, dokumen pendaftaran
Kia penduduk, Tim
keria identitas
penduduk




Februarl

= Rapat » Melaksanakan
2025 Koordinasi rapat koordinasi TK/SD
Pendaltaran pelayanan + Pelaksana
Penduduk penerbitan KIA bidang
dengan TK dan/ pelayvanan
8D lokus kegiatan pendaftaran
penduduk
# Pelavanan o Melaksanakan pe | » 2 Kalurahan * 5 orang
Keliling » layanan keliling Lokus kegiatan petugas
Pendaftaran pendaftaran » Warga pelayanan
Penduduk penduduk vang masyarakat bidang
meliputi PENEEUTE dafduk
pelavanan KK, layanan * & grang
KTP dan KIA Petugas
registrast
kalurahan
¢ 100 orang
Warga
masyeraka
t pengguna
layanan
« Pembayaran # Melpksanakan » Tenaga Harian |« 3 oreng
Honar THL pembayaran Lepas
honorarium THL
* Penpgadean s Metakesanakan = Pejabat ® 3 orang
ATE KTFP-2l pengadaan ATE pelaksana
KTP-el: Ribbon, Kegiatan
Cleaning, Film = Fejabat
s Melaksanakan Pengadaan
pembayaran & Peiabat
pensrima
barang
= Pengadaan # Melaksanakan » Pejabat # 3 orang
blangko KIA pengadaan pelaksana
blangko KIA Kegiatan
® Melaksanakan » Pejahat
pembayaran Penpadaan
s Pajabat
penerima
barang
» Melaksanaka |« Entry data » Operator SIAK | = 20 orang
n Pelavanan = Update data s Pelaksana
penerbitan » Cetak dokumen bidang
KK, KTP-#l, # Distribiist pelavanan
KIA dokumen pendaftaran
penduduk, Tim
kerja identitas
penduduk
Maret 2025 + Rapat s Melaksanakan » Operator SIAK | » 30 orang
Koordinasi rapat koordinasi se-Kabupaten undangan
Operator dengan Cperator Cunungikidul
SIAK SIAK se Kab. + Pelaksana
Gunungkidul dan Bidang
Pelaksana Bidang pelavanan
pelayanan pendaftaran
pendaftaran penduduk
Penduduk untuk

persiapan
pelavanan setelah
libur lebaran




= Pembavaran

» Melaksanakan

s 3 orTAfE

Honor THL pembayaran Lepas
honorarium THL
s Melaksenakan
e
Tunjangan Hari
Raya bagi THL
» Melaksanaka | Entry data » Operator SIAK | » 20 orang
n Pelayanan |« Update data « Prlaksana
penerbitan « Cetak dokumen bidang
KE, KTF-el, = Digtribusi pelayanan
KiA dokumen pendaftaran
penduduk, Tim
kerja identitas
penduduk
hpr-ﬁ 20325 » Rapat s Melaksanakan = Perugas « 160 orang
Koordinasi rapat koordinasi registrasi
Petugas dengan petugas « Pelaskana
Registrasi registrasi desa se- Bidang
Desa Kabupaten pelayanan
Gunungkidul pend
petduduk
» Pembayaren « Melaksanakan = Priugas # 144 prang
Honor pembayaran registrasi desa
petugas Hengrarium
registrasi petugas registrasi
desa desa dar bulan
januari s.d. april
(4 OB
» Pembayaran # Melaksanakan & Tenaga Harian |+ 3 orang
Honor THL pembayaran Lepas
honorarium THL
# Melaksanakan
pembayaran
Tunjangan Harl
Raya bagi THL
s Melaksanaka |+ Entry data s Dperator SIAK | « 20 orang
n Pelavanan » Update data & Pelaksana
penerbitan & Cetak dolumen bidang
KK, KTP-«l, = Distribust pelayanan
KIa dokumern pendaftaran
penduduk, Tim
ketja identitas
penduduk
Mei 2025 » Rapat s Melaksanakan » 6 Kalurahan » 20 orang
Koordinasi rupat koordinasi lokus kegiatan
Pendaftaran untuk sostalieasi
Penduaduk pelavanan jemput
bola KK dan KIA
di kalurahan
« Pembayaran | * Melaksanakan = Tenaga Harian | * 3 orang
Henor THL pembayaran Lepas
honorariem THL




Penduduk

» Melaksanakan
pembayaran
Tunjangan Hari
Rava bagi THL
s Melaksanaks |« Entry data s Dperator BIAK = 20 orang
n Pelayanan s Update data » Pelaksana
penerbitan s Cetak dokumen bidang
KK, KTP-¢l, » Distribiusi pelayanan
KIA dokumen pendaftaran
penduduk, Tim
kerja identitas
penduduk
Juni 2025 » Rapat * Melaksanakan = Petugas » 30 grang
Koordinasi rapat koordinasi pelayanan
Pendaftaran persiapan jemput bola
Penduduk pelayanan jemput
bola KK dan KIA
di kalurahan
s Pelayanan » Melaksanakan « 6 Kalurahan » 5 orang
Keliling pelayanan keliling Lokus kegiatan petugas
Pendaftaran pendaftaran = Warga pelayanan
Penduduk penduduk yang masyarakat hidang
meliputi pengguna dafduk
pelayvanan KK, layanan ® 4 prang
KTFP dan KIA Petugas
registrasi
kalurghan
» 300 orang
Warga
masyara
kat
PENEZUTA
lavanan
» Permbayaran | » Melaksanakan * Tenags Harian |« 3 orang
Honor THL pembayaran Lepas
honorarium THL
= Melaksanakan
pem bavaran
Tunjangan Hari
Raya bagl THL
» Melaksanaka | Entry data » Operator SIAK + 20 orang
n Pelayanan » Update data » Pelaksana
penerbitan s Cetak dokumen bidang
KK, KTP-el, & Distribusi pelayanan
KA dokumen pendaftaran
penduduk; Tim
kerja identitas
penduduk
| Juli 2025 * Rapat » Melaksanakan s Operator SIAK |« 30 orang
Koordinasi rapat koordinasi ge-Kabupaten undangan
Operator dengan Operater Gunungikidul
SIAK SlAk se Kab. * Pelaksana
Gunungkidul dan Bidang
Pelaksana Bidang pelayanan
pelayanan pendaftaran
pe penduduk




honorarium THL
# Melaksanakan
pembayaran
Tunjangan Han
Raya bagi THL

» Pembayaran o Melaksanalkan » 3 orang
Honor THL pembayaran Lepas
honorarium THL
« Melaksanakan
pembayaran
Tunjangan Hari
Raya bagi THL
» Meiaksanaka |e* Entry data » Operator SIAK | = 20 orang
n Pelayanan s Update data v Pelaksana
penerbitan » Cetak dokumen bidang
KK, KTP-el, o Distribusi pelayanan
KIA dokumen pendaftaran
penduduk, Tim
kerja identitas
penduduk
Agustus Rapat & Melalksanakan = Petugas = 160 orang
2025 Koordinast rapat koordinasi registrasi
Petugas dengan petugas » Pelaskana
Registrasi registrasi desa se- Bidang
Desa Kabupaten pelayanan
Gunungkidul daftaran
penduduk
Pembayaran » Melaksanakan * Petugas s 144 grang
Honor pembayaran registrasi desa
petugas Honorarium
registrasi petugas registrasi
desa desn dari bulan
januari s.d. april
[+ OB)
Pembayaran # Mrelaksanakan + Tenaga Harian = 3 orang
Honor THL pembayaran Lepas
honorarium THL
# Melaksanakan
pembayaran
Tunjangan Hari
Raya bag: THL
Melaksanaka | = Entry data » Operator SIAK o 20 grang
n Pelayanan = [pdate data * Pelaksana
penerbitan = Cetak dokumen bidang
KK, KTP-¢l, » Distribusi pelayanan
KIA dokumen pendaftaran
penduduk, Tim
kerja identitas
penduduk
September * Pembayaran ® Melaksanakan s Tenaga Harlan |« 3 omng
| 2025 Honor THL pembayaran Lepas




» Entry data » Operator SIAK
n Pelayanan | & Update data * Pelaksana
penerbitan « Cetak dokumen bidang
KK, KTP-el, | » Distribusi pelayanan
KIA dokumen pendaftaran
penduduk, Tim
kerja identitas
penduduk
10 | Oktober 2025 | » Rapat * Melaksanakan » Operator SIAK 30 orang
Koordinasi rapat koordinasi ge-Kabupaten undanga
Operator dengan Operatar Gunungikidual fi
S1AK SIAK se Kab. * Pelaksana
Gununglidul dan Bidang
Pelaksana Bidang pelayanan
pelayanan pendaftaran
pendafaran pendudiuk
Pendudik
= Pembayaran » Melaksanakan # Tenaga Harian 3 orang
Honor THL pembayaran Lepas
honerarium THL
# Melaksanakan
pembavaran
Tunjangan Hari
Raya bagi THL
» Meclaksanaka |# Entry data # Operator SIAK 20 orang
n Pelayanan s Update data * Pelaksana
penerbitan » Cetak dokumen hidang
KK, KTP-el, s Distribusi pelayvanarn
KIA dokumen pendaftaran
penduduk, Tim
kerja identitas
penduduk
11 | November » Pembayaran | = Melaksanakan * Tenaga Harian 3 orang
2025 Honor THL pembayvaran Lepas
honorarium THL
® Melaksanakan
pembavaran
Tunjangan Hari
Raya bagi THL
» Melaksanaka |« Entry data = Dperator SIAK 20 orang
n Pelayanan » Update data + Pelaksana
penerbitan » Cetak dokumen bidang
KK, KTP-el, » Distribusi pelavanan
K1A dokumen pendalftaran
penduduk, Tim
kerja identitas
pendudul
12 | Desember = Pembayaran » Melaksanakan # Tenaga Haman 3 orang
2025 Honor THL pembayaran Lepas
henorarium THL
& Melaksanakan
pembayaran
Tunjangan Hari
Rava bagi THL




» Melaksanaka |« Entry data s Qperator SIAK
n Pelavanan + Update data » Pelaksana
penerbitan s Cetak dokumen bidang
KK, KTP-ecl, = Distribusi pelayanan
KIA dokumen pendaftaran

penduduk, Tim
kerja identitas
penduduk

G. KELUARAN [OUTPUT)

Keluaran  dari  Kegiatan Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan

Penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk adalah sebagai berikout:

1. Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
dokumen atas pendaftaran penduduk.

H. PELAKSANA

I.

J.

Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
dokumen atas pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul adalah Tim Kerja Identitas Penduduk, Tim
Pengelola SIAK, Tim Petugas Registrasi desa serta pejabat pengadaan.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Prlaksana Kegiatan Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
dokumen atas pendaftaran penduduk bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp 884.060.000 (Delapan Ratus Desalapn Puluh Empat Juta Enam Puluh
Ribu Rupiah)

PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, £ Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pejabat Pelaksana Teknis
qra ipi igtan,
W NAREKETS-THY MUNAR. Y UTI

NIP : 19681007 1989032006
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A.

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN
DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDURAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanagn Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul berkewajiban memberikan
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menerbitkan
dokumen kependudukan,

Pendaftaran penduduk merupakan salah satu kegiatan dalam
administrasi kependudukan yang meliputi: Pencatatan bindata penduduk,
Pencatatan pelaporan peristiwa kependudukan, Pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan, Penerbitan dokumen kependudukan berupa
kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Dalam sub Hegiatan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan
Peristiwa Kependudukan meliputi: Pelayanan Pindah datang Penduduk,
Pendataan penduduk non permanen, Pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan, melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen
kependudukan bagi penduduk penyandang disabilitas dan jompo, percepatan
penerbitan KTP elekronik bagi pemula dan menerbitkan surat keterangan
kependudukan.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi Desa serta masyarakat pengguna
layanan.

DASAR HUKUM

1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 24 Tahun 2013;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dar
hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025;




10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

11, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
pendaftaran penduduk adalah:
1. Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Pindah datang
penduduk,
2. Melaksanakan pendataan penduduk non permanen
3. Melaksanakan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
4, Melaksanakan Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan  surat
keterangan kependudukan;
5. Memfasilitasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi
penduduk jompo dan penyandang disabilitas; dan
6. Memfasilitasi pelayanan percepatan penerbitan KTP elektronik bagi pemula;
7. memecahkan permasalahan terkait dengan pelayanan pindah datang
penduduk dan penerbitan surat keterangan kependudukan.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa Kependudukan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
(Januari 2025 s,/d Desember 2023).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa Kependudukan adalah di lingkup Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Pelayanan di loket kapanewon, pelayanan jemput bola di
SLB, Pelayanan jemput bola di Sekelah SMA/MA/SMK, Pelayanan jemput bola
sampai ke tingkat kalurahan dan rumah penduduk penyandang disabilitas
dan ODGJ.
F.

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TEREKAIT

Januar 2025

» Hapat * Melaksanakan s Kepala Sekolah | ¢ 20 orang
Koordinasi rapat koordinasi # Pelaksana undangan
pelavanan dengan sckolah Bidang
penerbitan SMAJMA/SME pelayanan
KTP pemula untuk pendafiaran

melaksanakan panduduk
pelayanan

penerbitan KTP

bagi pemula

! siswa sekolah (B

kegiatan)

« Pelayanan s Melaksanakan #« Pelaksana & 4 prang
Perekaman pelayanan bidang petugas
KTP bagi perekaman KTP Pelayvanan pelayanan
pemula bag penduduk pendaftaran

pemula pendudiuk
# Penduduk
pemula




» Melaksanaka |« Entry data » Operator SIAK | » 20 orang
fn Pelayanan | » Update data * Pelaksana
penerbitan » Cetak dokumen bidang
Pindah ¢ Distribusi pelayanan
deteng dan dokumen pendaftaran
surat penduduk, Tim
keterangan kerja pindah
kependuduk datang dan
an pendataan
pendudulk
Februari Belanja = Melaksanakan * Pejabat + 1 orang
2025 Cetak Leaflet belanja cetak pengadaan
leaftet
kependudukan
Melaksanaka | = Entry data * Operator SIAK | = 20 orang
n Pelavanan |« Update data » Pelaksana
penerbitan » Cetak dokumen bidang
Pindah s Distribuad pelayanan
datang dan dekumen pendaftaran
surat penduduk, Tim
keterangan kerja pindah
kependuduk datang dan
an pendataan
penduduk
Maret 2023 Rapat s Melaksanakan = Panewu se- + 40 orang
Koordinasi rapatl koordinast kabupaten undangan
Penduduk untuk persiapan gunungkidul
Rentan pendatean s Pelaksana
Adminduk penduduk rentan Bidang
administrasi pelayanan
kependudukan pendaftaran
penduduk
Melaksanaka |+ Entry data » Operator SIAK | » 20 orang
n Pelayanan |« Update data » Pelaksana
penerbitan e Cetak dokumen bidang
Pindah s Distribusi pelayanan
detang dan doekumen pendaftaran
surat penduduk, Tim
keterangan kerja pindah
kependuduk datang dan
an pendataan
penduduk
April 2025 Rapat * Melakaanakan * Petugas s 40 grang
Koordinasi rapat koordinasi registrasi desa
Fenduduk untuk persiapan » Pelaskana
Non pendataan Bidang
Permanen penduduk non pelayanan
permanen pendaftaran
penduduk
Rakor » Melaksanakan ® Lurah pada = 20 orang
perckaman rapat koordinasi kalurahan
KTP untuk persiapan lokus keglatan
' pendudulk perekaman KTFP » Prlaksana
jompo dan bagi penduduk bidang
difabel jompo dan pelayanan
penvandang pendaftaran
digabilitas penduduk, Tim
kerja identitas
penduduk




# Pelayanan » Melaksanakan s Pelaksana
Perekaman pelayanan bidang petugas
KTF bagi perekaman KTP Pelayanan pelayanan
penduduk bagi penduduk pendaftaran
jompo dan jompo dan penduduk
penyandang penyandang = Petugas
disabilitas disahilitas (8 kali kaluraharn
kegiatan] = Penduduk
jompo dan
penyandang
disabilitas
» Melaksanaka | » Entry data = Dperator SIAK 20 orang
n Pelayanan | « Update data = Pelaksana
penerbitan » Cetak dokumen bidang
Pindah « Distribust pelayanan
datang dan dakumen pendaftaran
surat penduduk, Tim
keterangan kerja pindah
kependuduk datang dan
an pendataan
penduduk
Mei 2025 s Melaksanaka | Entry data + Operator SIAK 20 orang
n Pelayanan |« Update data # Pelaksana
penerbitan = Cetak dokumen bidang
Pindah » [Hstribusi pelayanan
datang dan dokumen pendaftaran
surat penduduk, Tim
keterangan kerja pindah
kependuduk datang dan
an pendataan
_penduduk
Juni 2025 o Melaksanaka |« Entry data ¢ Operator SIAK 20 oreng
n Pelayvanan |« Update data # Peglaksana
penerbitan » Cetak dokumen bidang
Pindah » Distribusi pelayanan
dﬂtﬂ.ﬂﬂ dan dakumen Pﬂ!dﬂﬂﬂfﬂ.ﬂ
gurat penduduk, Tim
keterangan kerja pindah
kependuduk datang dan
an pendataan
penduduk
Juli 2025 = Rapat » Melaksanakan s Kepala SLH se- 25 orang
Koordinasi rapat koordinasi kabupaten undangarn
perekamian pelayanan Gununghkidul
KTP dan KIA penebritan KTF = Pelaksana
dengan SLB dan KIA dengan Bidang
SLB se-Kabupaten | pelayanan
Cunungkidul pendafiacan
_penduduk
= Pelayanan » Melaksanakan s Pelaksana 4 orang
Perekaman pelayanan bidang petugas
KTF dan KIA perekaman KTP Pelayanan pelayanan
di SLB dan KIA bagi pen
sigwa-siswi SLB penduduk
ge-kabupaten » Pendamplog
Gunungkidul {5 aLB
Iekasi) » Simwa-sigwi
SLAB




» Melaksanaka

= Dperator SIAK

» 20 orang

n Pelayanan |« Update data » Pelaksana
penerbitan s Cetak dokumen bidang
Pindah » Diatribusi pelayanan
datang dan dakumen pendaftaran
surat pendudulk, Tim
keterangan kerja pindah
kependuduk datang dan
an pendataan
pendudulk
Agustus 2025 | « Pelayanan + Melaksanakan Pelaksana * 4 grang
Perekaman pelavanan bidang pelugas
KTP dan KIA perekaman KTP Pelayanan pelayanan
di SLB dan KIA bagi pendaftaran
pizwd-siswil SLB penduduk
se-kabupaten Pendamping
Gunungkidul (7 SLEB
lokasi) Siswa-siawi
SLB
¢ Melaksanaka | » Entry data Operator BIAK |« 20 orang
n Pelayanan |« Update dats » Prlaksana
penerbitan s Coetak dokumen bidang
Pinndah s DMatribusi pelavanan
datang dan dokumen pendafiaran
surat penduduk, Tim
keterangan kerja pindah
kependuduk datang dan
an pendataan
penduduk
s Rapat # Melaksanakan Kepala Sckolah | = 55 crang
Koordinasi rapat koordinasi Pelaksana undangan
pelayanan dengan sckolah Bidang
penerbitan SMA/MA/SME pelayanan
KTP pemula untuk pendaftaran
metaksanalan penduduk
pelayanan
penerbitan KTP
bagl pemula
Jeiswa sekolah
{24 kegiatan)
September # Pelayanan # Melaksanakan Pelaksana * 4 Orang
2025 Perekaman pelayanan bidang petugas
KTP bagi kaman KTP Pelayanan pelayanan
pemula hagi penduduk pendaftaran
pemula {10 penduduk
kegiatan) Penduduk
pemula
» Melaksanalka |« Entry data « Operator SIAK | » 20 crang
n Pelayanan | = Updatwe data # Pelaksana
penerbitan » Cetak dokumen bidang
Findah » Distribusi pelayanan
I:tE.E-E.‘I"IE dan dokumen pﬂﬂdﬂﬂ-ﬂl’ln
surat penduduk, Tim
keterangan kerja pindak
kependuduk datang dan
an dataan

penduduk




10 | Oktober 2025 | « Pelayanan » Melaksanakan » Pelaksana
Perckaman pelayanan hidang petugas
KTP bagi perekaman KTP Pelayanan pelayanan
pemula bagi penduduk pendaftaran
pemula (14 pendudulk
kegiatan) » Penduduk
pemila
» Melaksanaks | * Entry data » Operator SIAK | = 20 orang
n Pelayanan | « Update data = Polaksana
penerbitan ¢ Cretak dokumen bidang
Pindah s Distribusi pelavanan
datang dan dokumen pendaftaran
surat penduduk, Tim
keterangan ketja pindah
kependuduk datang dan
an pendataan
penduduk
11 | November * Melaksanaka | = Entry data » Operator SIAK | « 20 orang
2025 n Pelayanan |« Update data * Pelaksana
penerbitan » Cetak dokumen bidang
Pindah » Distribust pelayanan
datang dan dokumen pendaftaran
surat penduduk, Tim
keterangan kerja pindah
kependuduk datang dan
an pendatann
penduduk
12 | Dessmber » Melaksanaka | = Entry data * Operator SIAK | = 20 orang
2025 n Pelayanan |« Update data » Pelaksana
penerbitan #» Cetak dokumen bidang
Pindah = Distribua pelayanan
datang dan dokumen pendaftaran
surat penduduk, Tim
keterangan kerja pindah
kependuduk datang dan
&n pendataan
| penduduk

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Kegiatan Pelayvanan Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut:
1. Jumlah dokumen hasil encatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
dokumen atas pendaftaran penduduk

H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerhitan
dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul adalah Tim Ketja Pindah datang
dan pendataan penduduk, Tim Pengelola SIAK, Tim Petugas Registrasi desa
serta pejabat pengadaan.

1. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksana Kegiatan Pelayanan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
dokumen atas pendaftaran penduduk bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp 25.120.000 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)




J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, {; Januari 20235

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

o~

¥. TRI EN] ASTUTLS.IP. MM
NIP : 19681007 1989032006




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL SUB KEGIATAN PENCATATAN,

PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA

A,

PENTING

LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum
terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang dalam hidupnya, Negara
berkewajiban untuk mencatat peristiwa tersebut dalam Akta-Akta Pencatatan
Sipil,

i} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2015 mengamanatkan kepada Negara untuk memberikan pelayanan
yang memadai kepada masyarakat. Melalui Gerakan Indonesia Sadar
Adminduk ((1SA], Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul memberikan layanan Akta-Akta Pencatatan Sipil kepada
masvarakat menuju Tertib Administrasi Kependudukan berupa Layanan
Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil maupun Pelayanan akta pencatatan sipil melaln Jemput
Bola atau pelayvanan keliling di kalurahan.

. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Dserah lstimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomar 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomeor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebapaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 201% tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan
sebagaimuna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

5, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelengearaan Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Urganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah,

9, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

C. TUJUAN

1. Mewujudkan dan meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

2. Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

penduduk Kabupaten Gunungkidul,

Meningkatkan kualitas pelavanan publik di Bidang Pencatatan Stpil

Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran penduduk

tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

o L



5. Memberikan solusi dan kemudahan bagi masyarakat terkait dengan
pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian,

D. WAKTU PELAKBANAAN _ .
Kegiatan pelayanan di kanter dilaksanakan pad?_ setiap hari kerja
selama 1[{satu) tahun dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember

2023, dan

pelayanan

Jetnput

Bola Akta Pencatatan Sipil waktu

pelaksanaannya di sesuaikan dengan kesepakatan dengan pihak-pihak

terkait

LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi kegiatnn peluyanan Akila Kelahiran dan Akta Kematian di kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan
Kapanewon di seluruh Kabupaten Gunungkidul. Untuk lokasi pelaksanaan

kegiatan pelayanan Jemput

Eao

&

ke Kalurahan disesuaikan

dengan

permohonan dari masyarakal yang mengajukan dan atau skala prioritas

Program.,

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

"‘!:- ‘Sub Kegiftan

L1 E-

51 & 3 L] | ] 1
Kabiaid, kasi dan

| ® Rapal intern
Bidririg Stal
Pencatatnn Sipml
® FPelnvanan reguler | Petugas 5 urlmé:
Akt Kelahiran pelayanan
don Akla
keminiian
i ® Honorarum THL | THL lorang |
3. | Februan 2025 | ® Pelayaran reguler | Petugas 3 orang
i Akt kelahiran pelayanan
| dan akia
kematian
- ® Felayvanan Kellling .;Pv.l'tu'g-a!} hid-.'ii.ﬂg 9 orang Sasaran
Akta-akta catatan |capil pelayanan
sipil akta-akta
catatan
sipil 2
lokasi
R (P1S)
® Honomouwm THL | THL | orung
® Perjalanan dinas | Petugas bidang | 9 crang
pelavaman gk capil
Keliling !
3. | Marct 2025 ® Peloyanan reguler | Petugas 3 orang
Aktn kelahirnn pelayanan
el wlolen
loermatsiing
i & Honorurium THL | THL 1 anmg — ——
4, | April 2025 ® Honorarium dan | THL 1 orang
ITH= THL




reguler
Akta kelahiran dan Pelayanan
akta kematian
5, | Met 2025 Honorarium THL THL | 1 orang
= Pelayanan reguler | Petugas 5 orang
Alcta kelahiran dan Pelayanan
akta kematian
6, |Juni 2025 Homorarium THL THL | arang
Pelayanan reguler Petugas | 5 orang
Akta kelahiran dan Pelayanan
akta kematian
Pelayanan Keliling Prtugas bidang | 9 crang Sasaran
Akta Pencatatan Sipil | capil pelayanan
aktﬂ.—ﬂ.ktﬂ.
catatan
sipil &
_ | lokasi
il Perjalanan dinas petugas bidang | 5 orang
Monitoring/ Veri capil
fikasi Akta
7. | «Juli 2025 Honorarium THL THL | orang
== i’-:lﬁ.j.lanan reguler Petugns 5 orang
Akta kelahiran dan Pelavanan
akta kematian
Perjalanan dinas petugas bidang | 5 orang
Monitoring/Veri capil
fikasi Akin
8. | Apustus 2025 Honerarium THL THL 1 orang
B Pela:.?arlé.n ::l:gull:r Petugas 5 orang
Akta kelahiran dan Pelayanan
akta kematian
Perjalanan dinas petugas bidang | 5 orang
Monitoring, Vert capil
fikasi Akta
4. | September Honorarium THL “THL 1 orang i
20025
o - Ptla.}rtl:ul-ﬂ mgulurl F:!Iﬁaan 5 orang
Alcta kelahiran dan Pelayanan
pkia kematian
Perjalanan dinas ptrugaul‘bii:im 5 mnn.g
Monitoring/ Veri capil
fikasi Akta




Hongrarium THL
® Pclayanan reguler Petugas 5 orang
Alte kelahiran dan Pelayanan
aktn kematian
= | @ Perjalanan dinas petugas bidang | 5 orang
Maonitoring/ Verl capil
fikasi Akia
11, | Novernber ® Honorarium THL THL 1 orang N
2025
= ® Pelayanan reguler Petugas Sorang Rl
Akta kelahiran dan Pelayanan
akta kematian
® Perjalanan dinas petugas bidang | 5 orang
Monitoring/ Veri capil
filcasi AKTa
12, | Desember ® Honorarium THL THL 1 orang
2025
® Pelayanan reguler Petugas 3 oTAnE
Akta kelahiran dan Pelayanan
Aakta kematan

G. KELUARAN (OUTPUT)

Pelayanan pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian menghasilkan
produk/output berupa :
1. Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen atas Peristiwa Penting

. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sub Lkegiatan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting
adalah pelaksana, sub koordinator seksi kelahiran dan kematian serta lurah
dan jajarannya lokasi pelayanan keliling akta-akta pencatatan sipil.

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan kegiatan pelayanan  pencatatan Sipil sub kegiatan
pencatatan, penatausahasn dan penerbitan dokumen atas pelaporan
peristiwa penting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 52.215.000,00
(Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), dengan perincian
penggunaan scbagai berikut ;

NO.| URAIAR . JUMLAH
|. Belanja makanan dan minuman  :| Rp. 17.500.000,00
___|rapat e e S %
1. | Honorarium THL || Rp. 26.735.000,00 |
2. | Belanja perjalanan dina | Rp.  7.980.000,00
[ JUMLAH | IRp. 52.215.000,00 |




. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diuraikan tersebut sebagal panduan
bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Pencatatan
Sipil  sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen
atas Peristiwa Penting Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Wonosari, b Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ,

UMI PUJIRIYANTLS.Pd
NIP.196907291998032003




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL SUB KEGIATAN PENINGKATAN
DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

A. LATAR BELAKANG

Masih adanya warga muslim Kabupaten Gunungkidul yang tidak
mempunyai  bukti  perkawinan menjadikan mereka tidak mempunyai
kepastian dan jaminan hukum sebagai pasangan suami istri vang sah di
hadapan hukum. Upaya mendapatkan data yang akurat dan akuntabel
terkait peristiwa perkawinan melandasi kegiatan pendataan pasangan
perkawinan muslim belum tercatat secara adminduk.
Dan dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap
peristiwa penting yang dialami seseorang dalam hidupnya, Negara
berkewsajiban untuk mencatat peristiwa tersebut dalam akta-akta pencatatan
sipil. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24
tahun 2013 mengamanatkan kepada Negara untuk memberikan pelayanan
vang memadai kepada masyarakat. Melalu Gerakan Indonesia Sadar
Admindulk/GISA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul memberikan layanan akta-akta pencatatan sipil kepada
masyarakat menuju tertib administrasi kependudukan berupa layanan
pencatatan perkawinan bagi penduduk non muslim, pencatatan perceraian,
pencatatan perubahan status anak meliputi pencatatan pengangkatan anak,
pengesahan anak dan pengakuan anak serta pelayanan pencatatan
perubahan status kewarganegaraarn.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Undang-undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

&. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Cunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul 2025;

8 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.




C. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan

pelayanan pencatatan perkawinan,

perceraian,

perubahan status anak dan kewarganegaraan serta pendataan pasangan
muslim belum tercatat secara adminduk adalah :
1. Menciptakan dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
3 Memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap peristiwa

penting sescorang.

3. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

4, Tersedianya data statistik tentang perkawinan, perceraian, perubahan
status anak dan pewargancgaraan untuk dasar pengambilan keputusan
pemanglku kebijakan.

D. WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil sub kegiatan Peninghatan Pelayanan

Pencatatan Sipil

2025 sampai dengan Desember 2025

E. LOKASI PELAYANAN

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari

Prlaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sub kegiatan Peningkatan

Pelayanan Pencatatan Sipil, dilaksanakan di Kabupaten (Gunung
maupun di

kantor

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

tempat

kidul baik di

pelaksanaan
pemberkatan/ sakramen/ peneguhan/ perkawinan baik itu gereja, pura atau
vihara atau tempat hajatan penduduk.

Pencatatan Sipil

Mo Waktu Sub Aktifitas Fihalk terkait Jumlah Ket.
Pelaksanaan Orang
B terlibat
1 Januari Pelayanan pencatatan -Petugas Capil 2 arang
perkawinan,
perceraian perubahan
status anak dan
pPeEWRIZANCEATranAn
2 Februar Pelayanan pencatatan - Petugas capil 2 otang
perkawinan,
perceraian perubahan
status anak dan
PEWEIZADEFATAAT 2 orang
Penpgeandaan/ fotscopy
bahan isbat nikah Tim lsbat 20 orang
Rapat Koordinasi
Persiapan Isbat 5 orang
Perjalanan dinas dalam
kabupaten
Belanja Benda Pos < orang
meterai
3 Maret Pelayanen pencatatan - Petugas capil 2 orang
perkawinan,
perceraian  perubahan
gtatus anak dan
pEWATEATICEATAAN - Petugas bidang 30 orang
Rakor koordinasi capil




April

Pelayanan pencatatan
perkawingn,

perceraian perubahan
status anak dan
PEWATEANCEATAAN
Barang cetaan Banner
Belanja makan minuman
pelaksanaan [sbat nikah
Perjalanan dinas dalam
kabupaten

Biaya Perkara Sidang
abat

Sewa Cenact

- Petugas Capil

-Petugas Capil
- Pegerta [sbat
- Petugas capil

-Bendahara capil
dan PA

-petugas Capil

2 prang

| crang
50 orang
16 ocrang
1 arang

1 orang

Medi

Pelayanan pencatatan
perkawinan,
perceraian ,perubahan
status anak dan
PEWATEANCEATAAT
Rapat Koordinasi P4
Honorarium P4

e Belanja makan minuman

rapat pelaksanaan Eshat
nikah

Perjalanan dinas dalam
kabupaten

Bewa Gensset
Honorarium Tim [sbat

- petugas capil

-Petugas pd
-Petugas P4
-Pessrta ishat
nikah dan tim

-Petugas capil

-petugas Capil
Tim Isbat

2 orang

30 orang
22 arang

A0 orang

16 orang

1 orang

42 orang

Juli

Pelayanan pencatatan
perkawinan,

perceraian perubahan
status anak dan
PeWArEANEEATAAN
Perjalanan Dinas dalam
Kabupaten

- petugas capil

-petugas capil

2 orang

3 orang

Agustus

Pelayanan pencatatan
perkawinan,

perceraian  perubahan
giatus anak dan
pewarganegaraan
Perjalanan Dinas dalam
Kabpaten

- petugas capil

-petugas capil

2 orang,

J orang

ol

Beptember

Pelayanan pencatatan
perkawinan,
perceraian perubahan
atatus anak dan
PEWATHATICEATHAT
Perjalanan dinas dalam
kabupaten

Rapat Koordinasi P4
Honorarium P4

- petugas capil

-Petugas capil

-Petugas P4
-Petugas P4

2 orang

2 orang

30 orang
22 orang

1o

Okiober

Pelayanan pencatatan
perkawinan,

perceraian ,perubahan
status anak dan
pPEwWATEancEATaAT
Perjalanan dinas dalam
kabupaten

- petugas capil

-Petupas capil

2 grang

3 orang

11

November

Pelayanan pencalatarn
perkawinan,
perceraian perubahan
gtatus anak dan
peWArFRRSZATHAR

- petugas capil

2 orang




12 | Desember Pelayanan pencatatan - petugas capil 2 orang
perkawinan,
perceraian Jperubahan
status anak dan
PoWArgANOgAT LA

G, PRODUK/OUTPUT
Pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan

pewarganegaraan dan pendataan menghasilkan produk/ cutput berupa :
1, Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan.

H. PELAKSANA
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub kegaiatan Peningkatan Pelayanan
Pencatatan Sipil melibatkan personel di seksi perkawinan, perceraian,
perubahan status anak dan pewargancgaraan serta tim isbat nikah terpadu
dan jpembantu pegawal pencatat perkawinan/P4 kabupaten Gunungkidul
vang diangkat dengan keputusan bupati Gunungkidul serta lurah beserta
jajarannya dan dukuh lokasi sasaran pelaksanaan isbat nikah terpadu.

1. SUMBER DANA/PEMBIAYAAN
Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sub kegiatan Peningkatan
Pelayanan Pencatatan Sipil berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daergh/APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 sebesar
Rp.103.520.000,00 (seratus tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang
digunakan , dengan rincian sebagai berikut :

No. [ Uraian _'|' __Jumlah _i

Rp. 3.200.000,00 |
Rp. 17.000.000,00

'1. | Belanja alat bahan berupa benda pos
2. | Belanja makanan minuman rapat koordinasi
[sbat nikah, Rakor Lintas sector dan rakor

'3 | Belanja Biaya Perkara Isbat nikah | Rp. 38.400.000,00
4.  Belanja penggandaan/ fotocopy untuk Ep. 450.000,00
.....  kegiatan

5. | Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten |

inas dalam kabu | Rp. 3.570.000,00

| 6. | Honorarium Tim Isbat dan P4 R Rp. 37.675.000,00
' 7. | Belanja Barang Cetak Benner ~ |Rp. 225.000,00 |
| 8. | Sewa Sewn Genset L Rp. 3.000.000,00
_ Total | Rp.103.520..000,00 |

J, PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran umum
terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipll sub kegiatan
Peningkatan Pelayanan Sipil Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023,

Wonosari, ';-’ Januari 2025

Pejabat Pelgksana Teknis,

7k
& -
: P, M_.Si UM! PUJIRIYANTLS. Pd

L
31003 NIP. 196907291998032003



KERANGEKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN
DATABASE KEPENDUDUKAN
SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA
KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Neoemor 23 Tahun 2006  tentang
Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah
rangkaian kegiatan penataan dan peneértiban dalam penerbitan Dokumen
dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data
agregat vang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil, Dalam pemanfaatannya data kependudukan
merupakan data dasar yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan
yvang berkaitan denpgan pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan
pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan
pencegahan kKriminal sesuai dengan kepentingan pengguna data.

Pengolahan dan Penyajian data kependudukan telah diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan.

Pengelolaan data kependudukan terdiri dari kegiatan pengolahan
data dan penyajian data.

Guna mewujudkan itu semua diperlukan sarana dan prasarana yang
memadai, antara lain software, hardware dan brainware. Disizsi software,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan
sistem informasi penunjang pelayanan adminduk vyang telah
dikembangkan secara mandiri oleh ASN Dinas Dukeapil Kabupaten
Gunungkidul. Disisi hardware, berupa sarana dan prasaran penunjang
dalam pelayanan, seperti jaringan komunikasi data, komputer, peralatan



perekaman data. Sedangkan disisi brainware dibutuhkan sumber daya
manusia yang memadai dalam pelayanan publik.

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, perlu dukungan anggaran
dan regulasi. Sehingga tujuan organisasi dapat tercapal.

II. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

3, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013;

4, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

&, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang
Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 2 tahun 2023 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 tentang tentang Pelavanan Administrasi Kependudukan
Secara Daring .

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang
Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Gunungkidul;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

11, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

12.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Dacrah;

13.Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025,

1. Tujuan

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan
aipil

2, Terwujudnya pelayanan prima bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil kepada masyarakat

3. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat
bidang kependudukan dan pencatatan sipil

4, Tersedianya data dan informasi kependudukan mengenai
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai
tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses
sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan
pembangunan,

5. Tercapainya target RPJMD.

IV. Ruang Lingkup
Pada Tahun Anggaran 2023 ini, terdapat berbagai kegiatan dalam
rangka pengolahan dan penyajian data kependudukan. Diantaranya :
a. Penyebaran informasi kepada masyarakat terkait administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil melalui berbagai media,
b. Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil.
¢. Monitoring penggunaan aplikasi SMART



V. SBumber Dana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten
Gunungkidul sebagai instansi resmi pelaksana penerbitan dokumen
kependudukan, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang
membutuhkan dokumen kependudukan setiap tahunnya tetap
menganggarkan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan
Dan Penyajian Database Kependudukan, dengan sub kegiatan
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD] Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 cg. DPA Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor rekening
2.12.04.2.01.01, dengan total anggaran Rp 108.880.000,- (Scratus
delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
VI, Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan
a. Penycbaran Informasi melalui berbagai media
Pada tahun anggaran 2025 ini penyebaran informasi administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan berbagai media.
Diantaranya media daring. media sosial, publikasi ILM, dan lain
sebagainya, Harapannya agar semua masyarakat dapat
mengetahui  kebijakan pemerintah di  bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.
Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini adalah :

f

| No Uraian Jumlah Anggaran

1 | Publikasi ILM Media | 12 Kali Tayang 9.000.000
Online

2 | Publikasi ILM media | 10 kali 10.000.000
cetak

3 | Publikasi Event 2 kali 1.000.000
melalui surat kabar

4 | Rakor Publikasi 60 Orang 2.100.000
Kalender 500 buah 12.500.000C




b. Digitalisasi Arsip
Pelaksanaan kegiatan Digitalisasi Arsip adalah di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
Dengan obyek digitalisasi arsip adalah dokumen pencatatan sipil
vang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul. Digitalisasi arsip dilakukan oleh
tenaga harian lepas Bidang PIAK dengan Anggaran yang
digunakan untuk kegiatan ini adalah :

Mo Uraian Jumlah Anggaran

1 | Belanja Jasa tenaga |2 orang 54.705.000
administrasi dan
Eelanja jasa tenaga
informasi dan
teknologi

2 | Belanja Jasa 126 Hari 11.025.000
Pelayanan Kearsipan

(Upah Tenaga Jasa
Pengarsipan)

3 | Jilid Register 250 buku 5.000.000
Pencatatan Sipil

4 | Rakor Dokumentasi | 60 Orang 2.100.000
Arsip
5 | Box Arsip 54 Buah 1.350.000

c. Monitoring penggunaan aplikasi SMART
Pada tahun anggaran 2025 ini monitoring penggunaan aplikasi
SMART dilakukan di 21 Lokasi terdiri dari 18 kapanewon, Dinas
Dukeapil, Mall Pelayanan Publik dan dilakukan secara daring.



VL.

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan
Penvajian Database Kependudukan sub kegiatan Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan
dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengolahan Informasi
Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan selama 1 (satu] tahun
anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2025,
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IX. Penutup

Kerangka Acuan Kera ini sebagai gambaran umum  dan
penjelasan mengenal Kegatan Pengumpulan Lata Kependudukan
dan Pemanfastan dan Penyajian Database kependudukan sub
kegiatan Pengolahan dan Penvajian Data Kependudukan yang
dilakukan oleh Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan  Bidang Pengalahan  Informasi Administrasi
Kependudukan Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Guaungkidul Tabkun Anggaran 2025,

Wonosari, [::l Januari 2025

Pit. Kcpala Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi

NIP 1966021919‘-’36032%1

engetahui
Kepala Dinas n udukan dan ]"E‘I"IL-E.T.H].EI.H Sipil




KERANGEA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan capaian pemanfaatan data kependudukan
oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD] di Kabupaten Gunungkidul
diperlukan pemahaman OPD mengenai pentingnya pemanfaatan data untuk
semua kepentingan  antara lain pelayanan publik, alokasi anggaran,
perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, pencgakan hukum
dan pencegahan kriminal sesuai dengan kepentingan pengguna data.

Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundangan vang berlaku. Untuk bisa memanfaatkan
Data Kependudukan vang berupa data perseorangan harus melalui akses
data dan harus melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data
Kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Selain  Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul juga
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan, Perjanjian Kerja Sama
Pemanfaatan KIA, Perjanjian Kerja Sama Pelaporan Peristiwa Penting dan
Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Fasilitasi Data Penduduk Untuk
Penegakan Hukum, Perjanjian kerjasama pelayanan penerbitan dokumen
kependudukan dengan Pengadilan Agama Wonosari serta Kantor Kementrian
Agama Gunungkidul telah dilaksanakan pada tahun 2022, Pada tahun
anggaran 2025 Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
melaksanakan kegiatan Penilaian Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Kalurahan,

Dalam rangka meningkatkan capaian Perjanjian Kerja Sama, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Sub Kegiatan Kerja Sama
Pemanfaatan Data Kependudukan vang didanai dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

B. DASAR HUKUM

1, Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gunungkidul
di Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
schagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang
Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

8, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas



Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

9, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gurnungkidul Tahun 2021-2026; dan

10. Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 204 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

11.Peraturan Bupati OGunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

C. TUJUAN
Tujuan Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan adalah:
1. Meningkatkan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan.
2. Mewujudkan inovasi pelayanan di bidang kependudukan.
3. Melaksanakan rakor pembuatan Perjanjian Kerja Sama.
4, Melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
5. Melaksanakan rakor teknis operator PKS Pelayanan
6. Melaksanakan penilaian pelayanan administrasi kependudukan

D. WAKTU PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan
dalam waktu | tahun (Januari s/d Desember 20:25).

E. LOKAS] PELAKSANAAN
Lokasi Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan adalah di
Kabupaten Gunungkidul dan DIY.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT

= [Rakor PKS » Dinas Dukeapll | 25 orang
« Kapanewon Kal
i | Jamuari - Maret urahan
T 2025
» Rakor Pelanduk 155 orang
2. | April - Juni = Rakor PKS = Dinas Dukcapil | 20 crang
2025 » Kapanewon/Kal
urahan
s Rakor Pelanduk 30 orang
i . Juli - Sept. » Rakor PKS3 » Dinas Dukcapil | 20 orang
2025 + HKapanewon, Kal
urahan
I




G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
adalah sebagai berikut :
1. Jumlah perjanjian kerja sama yang dilaksanakan
2. Jumlah penandatanganan perjanjian kerja sama
3, Hasil penilaian pelayanan administrasi kependudukan

H. PELAKSANA
Pelaksana Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

adalah Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

1. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 59.420.000,00 (| Lima puluh
sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah | yang akan digunakan
untuk:

No Uraian Jumlah Anggaran
[ 1 Belanja Meterai B0 lembar 800.000,00
|2 | Belanja Makanan dan | 250 orang 8.750.000,00
| Minuman Rapat
| 3 Belanja Jasa Tenaga | 1 orang THL 27.970.000,00
Administrasi (THL)
4 Belanja Perjalanan Dinas 190 oh 6.400,000,00
5 Belanja Hadiah Yang bersifat | 3 Kalurahan 15.500.000,00
- Perlombaan
JUMLAH 59.420.000,00
J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, f; Januari 2025

Mengetahi
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pepcatatan Sipil, Pejabat Pelajsana Teknis Kegiatan,

ARJA. 8.1P. M.Si, ANTON WIBOWO, 5.Kom
70¥2061996031003 NIP. 198311292009031002




KERANGEKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SUB KEGIATAN FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

[. Pendahuluan

Berdasarkan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006  tentang
Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan vadalah
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen
dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana.

Guna mewujudkan itu semua diperlukan sarana dan prasarana
yang memadai, antara lain software, hardware dan brainware. Disisi
software, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul menggunakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dari Kementrian Dalam Negeri dan sistem
informasi penunjang pelayanan adminduk yang telah dikembangkan
secara mandin oleh ASN Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul, Disisi
hardware, berupa sarana dan prasaran penunjang dalam pelayanan,
seperti jaringan komunikasi data, komputer, peralatan perekaman data.
Sedangkan disisi brainware dibutuhkan sumber daya manusia yang
memadai dalam pelayanan publik,

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, perlu dukungan
anggaran dan regulasi. Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.



II. Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013;

- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang
Pendokumentasian Administrasi Kependudukan,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2023 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 tentang tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
Secara Daring .

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/8J tentang

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:

11, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten



Gunungkidul Tahun Anggaran 2025:

12, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Daerah;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2025.

HI. Tujuan
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil.
2. Terwujudnya pelayanan prima bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil kepada masyarakat.
3. Terpeliharanya perangkat dan jaringan SIAK.
4. Tercapainya target RPJMD,

IV. Ruang Lingkup
Pada Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat berbagai kegiatan dalam
rangka fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi
kependudukan. Diantaranya :
a. Pemeliharaan perangkat dan jaringan SIAK,
b. Rakor SIAK

V. Sumber Dana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul sebagai instansi resmi pelaksana penerbitan dokumen
kependudukan, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang
membutuhkan dokumen kependudukan setiap tahunnya tetap
menganggarkan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan Sub kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan  informasi
administrasi kependudukan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025
cq. DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul nomor rekening 2.12.04.2.03.03, dengan total anggaran Rp
67.110.000,- (Enam Puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah).



V1. Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan
8. Pemeliharaan perangkat dan jaringan SIAK
Pada tahun anggaran 2025 ini pemcliharaan perangkat dan
jaringan siak dilakukan di 21 Lokasi terdiri dari 18 kapanewon,
Dinas Dukcapil, Mall Pelayanan Publik, dan Rak Server di data
center kominfo kabupaten gunungkidul,
Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini adalah :

No Uraian Jumlah Anggaran
Perjalanan Dinas 93 OH 6.510.000

2 | Pemeliharaan 32 Unit 13.950.000 |
Perangkat SIAK

3 | Pemeliharaan Printer | 12 Unit 30.000.000
Ektp

4 | Pemeliharaan 2 Unit 10.000.000
Scanner Adf

5 | Penggantian HDD | unit 4.200.000
Server

b. Rapat Koordinasi SIAK
Pelaksanaan kegiatan pelatihan siak dengan peserta 18
Operator Siak Kapanewon dan 4 Operator Siak Dinas serta Kepala
Bidang dilakukan dua kali pada tahun 2025 dengan anggaran :
Jumlah

70 Orang

No Uraian
1 | Rakor SIAK

Anggaran
2.450.000

VII. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan Sub kegiatan fasilitasi terkait pengelolaan informasi
kependudukan yang dilakukan oleh Seksi Sistem
Informasi Administrasi kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan selama 1 (satu) tahun
anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2025.

administrasi
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[X. Penutup
Rerangha Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan
penjelasan mengenai Kegiatan penvelengearann pengelolaan informasi
administrasi kependudukan Sub kepgiatan fasilitasi terkait pengelolaan
informasi administrasi kependudukan vang dilakukan aleh Seksi
Sistem  Informasi Administrasi kependudukan Bidang Pengelolaan
informasi  Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

Wonosari, & Januari 2025

Pit. Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi dan Administrasi
ke dudukan

dengetahul
Kepala Dinas Kependhidukan dan Pencatatan Sipil
=fatapatkn Gunungkidul

5.1.P. M.Si,

H36199603 1004




KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, Data Kependudukan adalah data persecrangan dan/atau
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari keglatan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil. Dalam pemanfaatannya data kependudukan
merupakan data dasar yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan
yang berkaitan dengan pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan
pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan
kriminal sesuai dengan kepentingan pengguna data.

Pemanfaatan data kependudukan telah diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses
dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan harus didasarkan
pada peraturan yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya regulasi,
pemberian hak akses data kependudukan sekarang ini langsung diberikan
oleh pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan data yang diakses
bersifat nasional melalui Data Warehouse (DWH) terpusat.

Pada saat ini Pemerintah Pusat mendorong pemanfaatan data
kependudukan oleh Pengguna Data dengan mekanisme akses data baik
melalui Web Portal, Web Service dengan konfirmasi *Data tidak ditemulkan®,
“gesuai’ dan “tidak sesuai® maupun penggunaan Card Reader.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data kependudukan oleh
Pengguna Data baik berupa layanan data agregat maupun pemberian hak
akses pemanfaatan data kependudukan serta mensosialisasikan Surat
Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 470/4801 tanggal 22 Oktober 2020
tentang Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melaksanakan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan yang
dibiavai dengan Angegaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025,

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul
di Daerah Istimewa Yogyakarta;

2., Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang
Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;



T

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
schagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang
tentanig Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2021-2026; dan

10. Peraturan Daerah Kabpaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang

11,

12,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cunungkidul
Tahun Anggaran 2025,

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023,

C. TUJUAN
Tujuan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
adalah:

1.

2,

Meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara dan pengguna data tentang
pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;

Melaksanakan layanan data baik berupa data agregat maupun pemberian
hak akscs pemanfaatan data kependudukan kepada Orpanisasi Perangkat
Dacrah, Lembaga Pemerintah/Swasta, Pemerintah Kalurahan dan
pengguna data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

. Mensosialisasikan Peraturan terkait Pemberian Hak Akses dan

Pemanfaatan Data Kependudukan antara lain Peraturan Menter: Dalam
Negeri Nomor 102 tahun 2012 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang
Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Mensosialisasikan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor : 470/4801

tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan olch
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul.

D, WAKTU PELAKSANAAN
Sub  Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari s/d Desember 2025).

E. LOKAS] PELAKSANAAN
Lokasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
adalah di Kabupaten Gunungkidul.



F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TEREAIT

» Rakor Pemanfaatan | » Dinas Dukcapil | » 20 Orang
1 Januari Data « OIPD
" | Maret 2025 # Lavanan Data

» Rokor Pemanfaatan | = Dinas Dukcapil |« 20 orang

2: April - Juni Drata = OFD
2025 » Layanan Data
Juli - L E:.‘::r Pemanfaatan :g:’rﬂs B = 20 orang
B gggg:mb:r » Lavanan Data
Okeober- s Layanan Data # Dinas Dukcapil
Yl | |

G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
Kependudukan adalah jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data
kerpendudukan sejumlah 2 dokumen.

H. PELAKSANA
Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
adalah Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Sub  Kegiatan  Penyelenggaraan  Pemanfaatan  Data
Kependudukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 schesar Rp 2.250.000,00 (Dua
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:

No Uraian Jumlah Anggaran
1 Belanja Materai 15 lembar 150.000,00
2 Belanja Makanan dan | 60 orang 2.100.000,00
| Minuman Rapat a
JUMLAH 2.250.000,00
J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, ; Januari 2023
Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan
aeatalan $ipil Kabupaten Gunungkidul,  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

RJA, S.1IF

3.IP. AN WO, S
96031003

NIP. 10831 1292009031002




KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SUB KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI
KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025

I. Pendahuluan

Kementrian Dalam Negeri RI telah mencanangkan Gerakan
Indonesia Sadar Adminduk (GISA). GISA adalah sebuah gerakan
untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan
pentingnya administrasi kependudukan, kesadaran terscbut
ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya
dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data
kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan,
dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang
membahagiakan rakyat.

Dengan adanya gerakan GISA, diharapkan akan
terbangunnya ckosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar
akan pentingnya adminstrasi kependudukan. Targetnya adalah
masyarakat, aparatur petugas pelayanan Dukcapil, dan lembaga
pengguna (pemerintah dan swasta). GISA diterapkan mulai dari
tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,
dan berpuncak di tingkat nasional Indonesia. Puncak akhir dari
(ISA adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi
kependudukan, schingga  terwujud  tertib  administrasi
kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,



II. Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana  telah  diubah dengan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah schagaimana scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang

Formulir dan Buku wyang Digunskan Dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang

Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2023 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 tentang tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
Secara Daring .

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/5J tentang

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah Kabupaten Gunungkidul,

10, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nemor 13 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Daerah;

13.Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025,

III. Tujuan

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil

2. Terwujudnya  peclayanan prima bidang  administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat

3. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan informasi yang
akurat bidang kependudukan dan pencatatan sipil

4. Tervyjudnya peningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

5. Tercapainya target RPJMD.

IV. Ruang Lingkup
Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat berbagai kegiatan dalam
rangka Kegiatan Komunikasi dan Edukasi Kepada Pemangku
kepentingan dan Masyarakat. Diantaranya :
a. Sosialisasi Gerakan Gisa dan Adminduk Digital di 14
Kalurahan.



b. Pelayanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital di 104
Lokasi.

V. Sumber Dana

Kegiatan penvelenggarsan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dengan sub kegiatan Komunikasi dan Edukasi
Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [(APBD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 20235 cqg. DPA Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor rekening sub
kegiatan  2.12.04.2.03.0007 dengan total anggaran Rp
133.6635.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh
lima ribu rupiah).

V1. Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan
a. Sosialisasi Gerakan Gisa dan Adminduk Digital
Kegiatan sosialisasi akan dilakukan di 14 Kalurahan sesuai
dengan permochonan Kalurahan melalui PIS dan PIWK, dengan
peserta sosialisasi adalah Pengurus PKK dan Karang taruna di
Lingkup Kalurahan. Anggaran vang digunakan untuk kegiatan

it
No Uratan Jumlah Anggaran
1 | Banner 84 M? 2.100,000 |
Materi Sosialisasi 29 400 Lembar 8.820.000
Makan Minum 1.050 orang 26.250.000
Minum Snack 1.050 orang 10.500.000
Transport Peserta 9B0 orang 49,000.000
5 | Perjadin Dalam 84 orang 6.160.000
Daerah




b. Pelayanan Pendaftaran [dentitas Kependudukan Digital
Pada tahun anggaran 2025 Pelayanan Pendaftaran Identitas
Kependudukan Digital dilakukan di 104 Lokasi dengan target di
Sekolah dan Kalurahan. .
Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini adalah :

No Uraian Jumlah Anggaran
Rakor [KD Sekolah | 75 Orang 2.625.000

2 | Rakor IKD [ 160 Orang 5.600.000
Kalurahan

3 | Perjadin Dalam 313 Oh 21.910.000
Daerah

VII. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan I[nformasi Administrasi
Kependudukan dengan sub kegiatan Komunikasi dan Edukasi
Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Bidang dilakukan
oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu Tahun
Anggaran 2025,
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X, Penutup

Kerangka Acuan Kerja im schagal gambaran umum dan penjelasan
mengenai  Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan  Informas:
Administrasi Kependudukan sub kegiatan Komunikasi dan
Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat vang
dilakukan oleh Bidang Pengelolaan [nformasi Administrasi
Kependudukan  [Dhinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul Tahun Angpgaran 2025,

Wonosari, & Januari 2025

Pit. Kepala Bidang Pengelolaan
Informast dag Administrasi

ANTON WIBOWO, S.Kom
NIF, 198311292009031002

Mengetahui
Kepala Dinas Kegendudukan dan Pencatatan Sipil
alpipaten Grunungkidul




KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN
KABUPATENKOTA

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, data kependudukan merupakan data perseorangan
dan/atau data agregat vyang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam pemanfaatannya data kependudukan merupakan data dasar
vang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan vang berkaitan dengan
pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan,
pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal
sesuai dengan kepentingan pengguna data.

Data agregat meliputi himpunan data perscorangan yang berupa data
kuantitatif dan data kualitatif. Data Agregat adalah kumpulan data tentang
Peristiwa. Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia,
agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan ‘data kuantitatil’ adalah data yang berupa
angka-angka. Sedangkan ‘data kualitatii’ adalah data yang berupa
penjelasan. Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah
Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam
NEegerL

Penyajian data statistik kependudukan, dilaksanakan dengan
penyusunan buku data agregat dan pengolahan data agregat berdasarkan
Data Konsolidasi Bersih dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Data agregat disajikan dalam
bentuk buku yang diterbitkan per semester yang merupakan data global
tingkat kabupaten, dirinci per kecamatan dan desa. Buku ini dicetak dan
dibagikan kepada kecamatan, desa dan OPD.

Keadaan penduduk dengan berbagai kualitas dan sebarannya periu
diketahui oleh pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan lain dan
langkah-langkah strategis yang tcpat dan teratur dalam perencanaan dan
penentuan anggaran pembangunan, Kebutuhan data dan informasi
kependudukan vang lengkap dan akurat untuk menunjang perencanaan
pembangunan sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan
pelaksanaan program-program kependudukan dan pembangunan lainnya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengamanatkan agar
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan kegiatan
penyusunan Buku Profil Perkembangan Kepen dudukan.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan
dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten
Gunungkidul dan prediksi prospek kependudukan di masa yang akan
datang.

Penyusunan buku ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan
vang tersebar di berbagai instansi.

Data dan informasi kependudukan yang lengkap disajikan dalam bentuk
Buku Profil Perkembangan Kependudukan. Sumber data dan informasi profil
ini menggunakan Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri
Semester 11 Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan, Sclain menggunakan data tersebut, juga ditambah dengan



data dan informasi dari Perangkat Daerah terkait, antara lain: Bappeda
Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Dinas
Susial, Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Gunungkidul, Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dan Pengadilan
Agama Wonosari, serta Perangkat Daerah terkait lainnya.

Kerangka pikir penyusunan Profil Kependudukan mencakup 3 (tiga) hal
pokok, antara lain :
a. Penvajian perkembangan profil secara kuantitatif;
b. Identifikasi kelompok kependudukan; dan
c. Identifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan

daerah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2045 tentang Kabupaten
Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Péerubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang
Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021
tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 -2026; dan

10. Peraturan Dacrah Kabpaten Gunungkidul Nomeor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2025;

11, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Dacrah;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah Kabupaten Gunungkidul  Tahun
Anggaran 2025.

e



C. TUJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Penyediaan Dat
adalah menyajikan data agregat kependud :
Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk

a Kependudukan Kabupaten/Kota
ukan Kabupaten Gunungkidul dan

buku yang didalamnya memuat data-data statistik kependudukan.

D, WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun (Januari s/d Desember 2025).

E. LOKAS]I PELAKSANAAN

Lokasi Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

adalah di Kabupaten Gunungkidul.

F, TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
1. Penyusunan Buku Data Agregat

1 Maret -
© | April 2025

« Pengolahan data agregat
Semester 11 Tahun 2024

s Koreksi Data Agregat
Semester [ Tahun 2024

« Pemnbuatan Desain Buku

Data Agregat
= Rapat

s Dinas
Dukcapil

Mei - Juli
2025

« Cetak Buku Data Agregat
+ Pembayaran

» Penyelesaian SPJ

» Distribusi

» Pihak Ketiga

« Dinas
Dukcapil

Agustus -
3. | Oktober
2025

» Pengolahan data agregat
Semester | Tahun 2025

s Koreksi Data Agregat
Semester | Tahun 2025

» Pembuatan Desain Buku
Data Agregat

» Rapat

s Cetak Buku Data Agregat

« Pembayaran

» Penyclesaian SPJ

» Distribusi

« Dinas
Dukcapil

» Pihak Ketiga

- Movember-
Desember
2025

» Distribusi

= Dinas
Dukcapil




2. Pen

Februan
2025

Penyiapan bahan dan data
untuk pembuatan profil
kependudukan

b. Pembuatan dan distribusi
surat permintaan data kepada
instansi terkait

c. Pengolahan data dan bahan

dari instansi terkait dan DKB

Semester 11 Tahun 2024,

Pembuatan desain sampul

buku

d.

sunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan

Bidang
Pemanfaatan Data
dan Inovasi
Pelavanan

2 Maret 2025

a. Rapat penyusunan profil
kependudukan
b. Pengolahan data dan bahan

Bidang
Pemanfaatan Data
dan Inovasi

dari instansi terkait dan DKB Pelavanan
Semester 11 Tahun 2024
¢. Penyusunan buku dan
- finishing desain sampul buku 1
3 | April 2025 |a. Cetak Buku Pihak Ketiga
b. Pembayaran Bidang
¢. Penyelesaian 3PJ Pemanfaatan Data
d. Distribusi dan Inovasi
Pelavanan
4 Mei-Juni a. Distribusi Bidang
2023 Pemanfaatan Data
dan Inovasi
, Pelavanan
G. KELUARAN [OUTPUT)
Keluaran dari Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan

Kabupaten/Kota adalah jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota

sejumiah 3 (tiga) dokumen

H. PELAKSANA

Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota
adalah Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,

SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten /Kota
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 37.500.000,00 (enam juta
sembilan ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:

No Uraian Jumlah An
1 Cetak Bulou Data Agregat 180 buku 23.400.000,00
2 Cetak Buku Profil | 180 buku 13.500.000,00
- Perkembangan Kependudukan
3 Belanja Makanan dan Minuman 60 orang (3 600.000,00
Rapat kali)
- JUMLAH . 37.500.000,00 |




J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota yang akan
dilaksanakan pada tshun 2025, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana
kegiatan serta pembiayaannya.

Wonosari, -E"' Januari 2025
Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan
=te ipil Kabupaten Gunungkidul, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

} —\
' AP, M. Si. DIDIT WIDIATMOKO, 8.1P, M.51
003 NIP. 19680129199503 1005

96031




